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MOTTO

Kejujuran dan kepatuhan adalah 2 (dua) hal yang amal
penting dalam soal pelaksanaan perjanjian *)

*) Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas hukum perjanjian, cetakan vii,
sumur Bandung, Bandung, 1973, hal 84.
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RINGKASAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna mewujudkan masyarakat adil
dan makmur yang merata materil dan spiritull berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, maka jasa telekomunikasi memegang peranan
yang sangat penting. Pengelolaan jasa telekomunikasi untuk umum dalam negeri
di Indonesia dikelola oleh PT. (Persero) Telekomunikasi yang sebelumnya
berstatus Perusahaan Umum (Perum). Sebagal pengelola tunggal yang diberi
wewenang oleh pemerintah unftuk menyelenggarakan telekomunikasi dalam
negeri, PT. (Persero) Telekomunikasi melaksanakan hubungan hukum dengan
pihak swasta atau pengelola dalam penyelenggaraan Warung Telekomunikasi
yang dibuat dalam bentuk standart kontrak atau kontrak baku. Permasalahan
dalam penyusunan skripsi ini, antara lain mengenai mekanisme kerjasama
pendirian, hubungan hukum dan penyelesaian resiko dari perjanjian pendirian
Warung Telekomunikasi.

Tujuan penyusun dalam skripsi ini secara umum untuk memenuhi syarat
dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Jember dan secara khusus ingin mengetahui dan mengakaji permasalahan yang
dibahas dalam skripsi ini. Metodologi yang digunakan dalam penyusunan ini
adalah pendekatan yuridis sosiclogis

Pembahasan dalam penyusunan skripsi ini dengan mengemukakan
beberapa dasar hukum dan landasan teori. Hubungan hukum antara
PT. (Persero) Telekomunikasi dengan pihak swasta terjudi apabila para pihak
sepakat untuk mengikatkan diri dan bersedia melaksanakan isi akta perjanjian
atau kontrak yang telah mereka tandatangani bersama. Adanya bentuk kontrak
seperti ini secara hukum dapat dibenarkan karena berdasarkan pasal 1338 ayat
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan, bahwa persetujuan
yang dibuat secara sah berlaku sebagal undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. Pasal ini mengandung asas kebebasan berkontrak yang berarti
bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja asalkan tidak
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dilarang cleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan
ketertiban umum. Sebagai akibat adanya perjanjian atau konfrak adalah
timbulnya hak dan kewajiban para pihak. Apabila salah satu pihak atau kedua
belah pihak tidak melaksanakan prestasinya yang telah diperjanjikan, maka ia
dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi.

Dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh pengelola, maka upaya
yang dilakukan oleh PT.(Persero) Telekomunikasi adalah dengan menerapkan
ganksi denda, pengisolasiran dan pencabutan sambungan telepon. Sebelum
menerapkan sanksi PT. (Persero) Telekomunikasi terlebih dahulu memberikan
peringatan (Somatie) kepada pengelola, baik melalui telepon maupun tertulis.
Apabila wanprestasi dilakukan oleh PT. (Perserc) Telekomunikasi, maka
pengelola dapat mengajukan Kaim dengan datang ke loket pengaduan Kantor
Daerah telekomunikasi setempat atau melakukan klaim secara tertulis. Terhadap
pemutusan perjanjian penyelenggaraan Warung Telekomunikasi ini dalam
peraturan ditetapkan, bahwa kedua pihak sepakat untuk mengesampingkan
pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga pelaksanaanya
dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan tertulis oleh 24
(Persero) Telekomunikasi kepada pengelola tanpa periu menunggu adanya
keputusan hakim.

Pemeliharaan dan perbaikan atas kerusakan dari sambungan telepon
sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. (Persero) Telekomunikasi, sehingga
sambungan itu dapat berfungsi sebagaimana mestinya, kecuali gangguan atau
kerusakan pada pesawat telepon milik pengelola. Dalam perbaikan kerusakan
yang bukan disebabkan oleh kesalahan pengelola PT. (Persero) Telekomunikasi
wajib memperbaiki kerusakan sambungan telepon tanpa memungut biaya
tambahan kepada pengelola, tetapi apabila kerusakan tersebut disebabkan
kesalahan pengelola atau pihak yang bekerja padanya, maka PT.(Persero)
Telekomunikasi berhak menuntut ganti kerugian atas peritiwa tersebut.
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| LisavEd EAS

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi pembangunan nasional yang bertujuan untuk
mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, yang merata materiil dan
gpirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 perlu segera
diwujudkan. Untuk mencapai tujuan tersebut pembangunan di segala bidang
harus dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap
dan berlanjut secara berkesinambungan. Salah satu bidang yang sangat penting
adalah bidang ekonomi, sektor perhubungan darat, laut dan udara, bidang
telekomunikasi serta pos dan giro yang diarahkan untuk memperlancar jalannya
arus manusia, barang dan jasa serta informasi keseluruh pelosok tanah air
maupun keluar negeri.

Pembangunan dibidang telekomunikasi bertujuan untuk meningkatkan
jangkauan dan mutu pelayanan dengan memperluas ]armgan dan sambungan
telekomunikasi serta meningkatkan efisiensinya. Sejalan dengan itu
dikembangkan fasilitas telekomunikasi untuk umum seperti telepon umum,
telepon otomat dan lain-lainnya. Disamping itu, untuk meningkatkan pelayanan
fasilitas telekomunikasi umum bagi masyarakat PT. (Persero) Telekomunikasi
selaku penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia meliputi jasa
telekomunikasi dalam negeri dan internasional menyelenggarakan Warung
Telekomunikasi.

Dalam ketentuan Pasal 2 Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan
(Persero) PT. Telekomunikasi Nomor : KD.96/YAN-11/1993 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi dinyatakan bahwa Warung
Telekomunikasi dapat diselenggarakan oleh :

a) PT. Telekomunikasi;
b) Badanlain;
¢) Perusahaan Umum Pos dan Giro:

Bentuk kerjasama antara PT.(Persero) Telekomunikasi dengan badan

lain dalam menyelenggarakan Warung Telekomunikasi, sesuai dengun ketentuan

MILIX PERPUSTAKAAN

JEMUER



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

Penyelenggaraan Telekomunikasi, dapat berupa usaba patungan, kerjazama
operagi atan kontrak karya anajenter,

Berdasarkan pasal 2 Keputusan Mentelrl Perhubungan Nomor @ KM 54
Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Warung Telekormnikasi disebutkan bahwa
kerjasama yang dilakukan antara PT.(Persero) Telekomunikasi dengan badan lain
dalam penyelenggaraan jasa Warung Telekomunikasi tersebut diikal dalam suati
perjanjian sehingga menimbulkan suatu perbuatan hulum yang disebut dengan
perikatan.

Dalam usaha menyediakan fasilitas telekomunikasi ini PT.(Persero)
TELKOM melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta. Adapun yang dimaksud
dengan pihak swasta disini adalah badan hukum yang bertindak sebagai
developer, pengelola atau pemilik kawasan yang akan dibangun fasilitas
telekomumikasi.

Penyelenggaraan jasa telekonmmnikasi memerlukan alat telekomunikasi.
Perjanjian tersebut harus memuat beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh
PT (Persero) TELKOM dan harus disetujui oleh badan usaha milik swasta selaku
penyelenggara jasa Wartel tersebut.

Sejalan dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi lewat Wartel akan
timbul berbagai permasalahan, karena itu demi kelancaran penyelenggaraan jasa
telekommnikasi dan untuk kepentingan wmum maka dalam perjanjian tersebut
perlu disebutkan pula mengenai tanggung jawab para pihak. Salah satu penyebab
timbulnya perselisihan dalam perjanjian itn adalah akibat dari resiko yang
ditimbulkan dalam perjanjian, disamping itu juga karena kerusakan pada sentral
atau jaringan maupun data dari INDOSAT { Wawancara Kadin Niaga).

Berbagai aspek hukum yang penting dan berhubungan dengan
perjanjian yang diadakan, keikutsertaan badan usaha milik swasta dalam
penyelenggaraan jasa Wartel, mekanisme kerjasama dalam penyelenggaraan jasa
Warlel, hubungan hukum yang terjadi serta usaha pengawasan dari PT.(Persero)
Tolekomunikasi terhadap badan usaha milik swasta dalam pengelolaan  dan
penyelenggaraan Wartel di Indonesia merupakan hal-hal yang perh diketahui
lebih lanjut.
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1.2 Ruang Lingkup

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun mer_lgadakan pembatasan terhadap
permazalahan yang ada. Hal ini penyusun lakukan agar permasalahan yang
menjadi pokok bahasan dari penulisan skripsi ini tidak menyimpang terlalu jauh
dari pokok permasalahannya.

Penyusun dalam penulisan ini membatasi masalah bagaimana
pelaksanaan perjanjian  kontrak pendirian Warung telekorrmnikasi  antara
PT.(Persero) Telkoin dengan pihak swasta dalam hal ini pengusaha Wartel untuk
menyelenggarakan jasa pelayanan telekomunikasi bagi kepentingan umum
Masalah ini terkait erat dengan perjanjian yang terdapat pada buku I KUH
Perdata tentang perikatan, khususnya perjanjian kontrak atan perjanjian yang lebih
sempit karena ditujukan pada perjanjian atau persetujuan tertulis.

1.3 Permasalahan
Perdasarkan uralan lersebut diatas, maka dapat diruinuskan beberdpa
permasalahan sebagal berikut :
1. bagaimanakah mekanisme perjanjian kerjasama pendidan Warung
Telekomunikasi antara PT.(Persero) Telekomunikasi dengan pihak swasta 7,
2. bagaimanakah hubungan hukum antara I'T.(Pergero) Telekomunikasi dengan

pihak swasta dalam perjanjian pendirian Warung Telekonmnikasi 7,

[¢%]

bagaimanakah penyclesaian hukumnya apabila terjadi resike dalam
pelaksanaan perjanjian  kerjasama pendirian dan pengelolaan waiung

telokorrmnikast antara FT.(Fersero) Telekorrmnikasi dengan pihak swasia Y

1.4 Tujnan Penulisan
Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah :
1. Tujuan Urmirm
1. guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hiukum di
Universitas Jember,
2. untuk kepentingan ilmu pengetahuan, khususnya mengenai hukum
perjanjian;
3. untuk menyumbangkan pikiran yang berguna bagi kalangan wirmm, para
mahasiswa Fakultas Hukum dan Almamater.
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2. Tujuan Khusus
1. untuk mengetahui mekanisme kerjasama dari perjanjian pendirian dan
pengelolaan Warung Telekomunikasi antara PT.(Persero) Telekomunikasi
dengan pibak swasta,

oo

untuk mengetahui sebab berlakunya hubungan hukum antara PT.
{(Persero) TELKOM dengan pihak swasta,

3. untuk mengetahui penyelesalan hukum dari resiko yang terjadi dalam
pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT.(Persero) Telekomunikasi
dengan pihak swasta,

1.5 Metodologi

Metodologi ilmiah merupakan faktor penting dalam penulisan suatu karya
ilmiah, karena metodologi merupakan cara-cara untuk menemukan,
mengembangkan dan menguji kebenaran serta untuk menjalankan prosedur yang
benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Selain it metodologi
jnga merupakan pedoman cara memahami, menganalisa dan mempelajari
lingkungan yang dihadapi ( Waluyo,1991:31).

1.5.1 Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan permasalahan yang muncul, maka pendekatan
masalah sangat diperlikan dalam penyusunan tulisan ini. Pendekatan masalah
yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah pendekatan Yuridis Empiris
yang biasa disebut dengan penelitian hukum sosiclogis atau penelitian lapangan.
Dikatakan demikian disebabkan penelitian ini bertitik tolak dari data primer atau
data dasar yaitu data yang di dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber
pertama dengan melalui penelitian lapangan. FPerolehan data primer dari
penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalni pengamatan (observasi)
wawancara ataupun penyebaran kuisioner ( Waluyo, 1991:16).

1.5.2 Sumber Data
Data yang digunakan untuk menunjang skripsi ini, yaitu :
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1.5.2.1 Sumber Data Primer

sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dengan
pengamatan langsung dengan cara mengadakan tanya jawab kepada Kepala
Cabang PT.(Persero) Telekomunikasi Cabang Bondowoso yang digunakan
sebagai kegiatan lapangan.

1.5.2.2 Sumber Data Sekunder

gumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari
kepustakaan, meliputi literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data
Metode yang digqunakan untuk mendapatkan data-data bagi penyusunan
gkripsi ini, digunakan 3 (tiga) cara dalam penelitian, yaitu :

1.5.3.1 Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpnlan data dengan mengamati
gecara sengaja dan sistematik serta berkas-berkas yang akan dipakai berkaitan
dengan obyek-obyek penelitian yang dilakukan (Waluyo, 1991:66).

1.5.3.2 Wawancara

Wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan data dan informasi
dengan mengadakan tanya jawab langsung mengenal segala permasalan dalam
skripsi ini kepada Bapak Kepala Dinas Niaga PT.(Persero) Telekomunikasi Cabang

Bondowoso.

1.5.3.3 Studi Literatur
Studi literatur adalah suatu cara pengumpulan data yang di dapat dari
buku-buku literatur, karya ilmiah, perundahg-undangan. peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.
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1.5.4 Analigis Data

Dari semua data yang terkumpul itu dianalisa supaya dapat dipergunakan
sebagai bahan bahasan yang Dbersifat diskriptif yaitu pembahasan yang
memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai apa yang menjadi
permasalahan yang ada (Waluyo, 1991:8).

Setelah pengumpulan data, baik data primer dari hasil peneltian
lapangan maupun data sekunder dari studi literatur, kewrmdian kedua data
tersebut dianalisa dengan menggunakan metode kwalitatif yaitu mengoelah serma
data yang ada dengan menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan tanpa
menggunakan angka-angka. Dari analisa ini diharapkan dapat disajikan data-data
yang benar-benar dapat mewakili pokok permasalahan yang akan dibahas dalam
skripsi ini.
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BAB Il
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi (Wartel) dewasa ini sudah
mulai menjamur, baik yang diselenggarakan oleh PT. (Perseron) Telekomunikasi
sendiri maupun yang diselenggarakan atas dasar kerjasama dengan pihak
- koperasi atau badan lain. Kehadiran tersebut muncul sebagai akibat dari proses
modernisasl serta peningkatan taraf hidup dalam masyarakat yang menuntut
adanya pelayanan yang canggih dalam bidang telekomunikasi.

Untuk memenuhi tuntutan tersebut maka PT. (Persero) TELKOM Cabang
Bondowoso melakukan kerjasama dengan pihak swasta/pengelola dalam bentuk
perjanjian kerjasama pendirian dan pengelolaan Wartel. Perjanjian tersebut
dituangkan dalam suafu akta perjanjian yang dibuat bersama-sama antara
PT. (Persero) TELKOM dengan pihak pengelola. Dalam akta perjanjian
disebutkan hari, tanggal, tahun dan tempat diselenggarakannya perjanjian
kerjasama antara PT. (Persero) TELKOM yang diwakili oleh Kepala Kantor
Daerah Telekomunikasi setempat (Bondowaso) dengan pihak pengelola, pihak
pengelola dapat berbentuk badan hukum maupun perseorangan. Hal-hal yang
mendasari perjanjian itu antara lain adalah :

a) bahwa telekomunikasi dikuasai, diselenggarakan dan diatur oleh pemerintah
yang dalam pelaksanaannya oleh PT. (Persero) TELKOM adalah selaku
badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan
telekomunikasi umum dalam negerf;

b) bahwa makin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa telekomunikasi
perlu segera diatasi dengan memanfaatkan dana masyarakat melalui peran
serta swasta dalam pendirian dan penyelenggaraan Wartel dengan
kerjasama yang saling menguntungkan;

c) bahwa penyelenggaraan tersebut didasarkan pada kesepakatan antara
kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian (PT. Telkom, 1993 :2).

Penyelenggaraan Wartel telah ditetapkan beberapa persyaratan yang
harus dipenuhi dan disetujui cleh penyelenggara jasa Wartel yang termuat
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perjanjian tersebut. Dengan kata lain pihak penyelenggara harus tunduk pada
ketentnan mengenai syarat-syarat dan prosedur pendirian Wartel yang telah
ditentukan oleh pihak FT. (Persero) TELKOM. Jika seinua persyaratan telah
dipenuhi dan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, langkah selanjutnya
calon pengelola harus mengajukan permohonan tertulis beserta lampirannya
kepada Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi untuk mendapatkan rekomendasi
kerrudian diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah untuk mendapatkan ijin.
Pennohonan beserta lampiran-lampiran tersebut oleh PT. (Persero) TELKOM akan
diteliti dan diberi jawaban (disetujul atan tidak disetjui). Apabila permohonan
tersebut digetujui, pihak swasta / calon pengelola akan mendapatkan
pemberitahuan dan panggilan dart PT. (Persero) TELKOM guna menandatangani
formulir persetujuan yang sudah disediakan oleh PT. (Persero) TELKOM. Formulir
persetujuan itu sekaliqus sebagai perjanjian pendirian Wartel yang dibuat secara
tertulis. Dengan ditandatanganinya perjanjian itu berarti telah terjadi hubungan
hukum antara PT. (Persero) TELKOM dengan pihak swasta gelaku penyelenggara
Wartel (PT. Telkom, 1993 :10).

Pengguna jasa Warung Telekomunikagi diwajibkan membayar sejumiah
nang sebagal biaya percakapan telepon gesual dengan penggunaannya.
Selanjutnya berdasarkan perjanjlan kerjasama yang telah disepakati bersama,
penyelenggara jasa Wartel akan menyetorkan pendapatan Wartel sesuai dengan
besarnya pulsa yang telah digunakan PT. (Persero) TELKOM melalii bank-bank
yang telah ditunjuk (PT. Telkom, 1993 :8).

Kenyataan yang sering dijumpai di dalam praktek, ialah jumlah tagihan
rekening pada periode tertentu oleh PT. (Persero) TELKOM kepada pihak
penyelenggara tidak sesnai (lebih besar) dengan penggunaan yang
sesungguhnya di Wartel tersebut, Dalam hal ini pihak penyelenggara jasa Wartel
meraga dirgikan oleh PT. (Persero) TELKOM karena harus membayar tagihan
pulsa lebih besar dail penggunaan yang sesungguhnya. Apabila hal tersebut
terjadi, pihak penyelenggara jasa Wartel berhak mengajukan klaim pulsa kepada
PT. (Perserc) TELKOM dengan maksud agar Kantor Daerah Telekomunikasi
mengadakan perhitungan kembali terhadap jumiah tagihan puisa yang telah
dibebankan pada Warnng Telekermunikasi tersebut (Wawancara pemilik Wartel).
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Penyelenggaraan jasa telekomunikasi dalam hal ini adalah Warung
Telekomunikasi memerinkan alat telekomunikasi yaitu setiap alat perlengkapan
yang memungkinkan untuk bertelekomunikasi yang biasa disebut dengan
perangkat telekomunikasi. Penyediaan alat telekomunikasi menjadi langgung
jawab pihak pengelcla tormasuk dalam hal pemeliharaan dan perawatannya
(UU RI No. 3 Tahun 1989 ).

2.2 Dasar Hukuin

PT. (Persero) Telekomunikasi sebagai badan penyelenggara
telekomunikasi di Indonesia selain menyelenggarakan jasa telepon umum dan
telepon otomat juga mnenyelenggarakan jasa warung telekorrmunikasi. Dalam
penyelenggaraan Warung Telekomunikasi ini PT. (Perserc) TELKOM memberi
Yesempatan kepada badan lain untuk mengelola atau menyelenggarakan Wartel
Adapun dasar hukum yang digunakan sebagai landasan yuridig antara lain

1. Kitab Undang-ndang Hukam Perdata,

a) Pasal 1233, Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian
dan undang-undang;

b) Pasal 1313, Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
orang lain atau lebih,

) Pasal 1320, Untuk sahnya perjanfian-perjanjian diperlukan empat
gyarat, yaitu .

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,

£

. kecakapan untuk membual sualu perikatan,
3. suatn hal tertentu,
4. suatu sebab yang halal

d) Pasal 1237, Suatu sebab adalal terlarang, apabila dilarang oleh
undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusiloan baik
atau ketertiban umum,

o) Pasal 1338, Semua persetujuan yang dibuat secara gah berlaku
gebagal undang-undang bagl mereka yang melnbualiya,

fy Fasal 1618, Persekntuan adalah snam persetijnan dengan mana

dua orang atau lebih mengikatkan dirf untuk memasukkan
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gesnatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi
keuntungan yang terjadi karenannya.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1989 tentang
Telekomunikasi,
3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1991
tentang Penyelenggaraaan Telekonminikasi,
4. TPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1991
tentang Pengalihan  Bentuk Perusahaan Umum  (Perum)
Telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero),

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor g Tahun 1993

[52]

tentang Penyelenggaraan Telekommmnikasi,

6. Surat Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor :
KM 39/KS . 002/MPPT-93 Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi Dasar,

7. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 54 Tahun 1998
tentang Penyelenggaraan Warung Telekormunikasi,

8. Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan PT.(Persero)
Telekomunikasi Indonesia Nomor ¥KD.96/YN.230/YAN-11/1993

tentang Pedoman Penyelenggaraan Warung Telekomunikasi.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Perjanjian atau persetujuan menurut Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atan lebih mengikatkan
dirinya terhadap satu orang atau yang lain atau lebih, seperti apa yang telah
tercantum di dalam pasal 1313 KUH Perdata.

Menurut Abdulkadir Muhammad, perjanjian adalah suatu persetujuan
dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan
suatu hal dalam lapangan harta kekayaan (1992 18).

Edi Putra Tje' Aman menyebutkan pengertian perjanjian menurut KRMT
Tirtodiningrat, perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat
diantara 2 (dua) orang atan lebih untuk menimbulkan akibat hukum yang
diperkenankan oleh undang-undang. Menurut R.Subekti, perjanjian adalah suatu

peristiwa dimana secrang berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan suatu
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hal Menurut R. Wirjono Projodikero, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum
mengenai harta benda kekayaan antara 2 (dua) pihak dalam mana satu pihak
berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain
berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian itu (1985; 18).

Perjanfian ini menerbitkan suatu perikatan antara 2 (dua) orang yang
membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian tersebut berupa suatu rangkaan
perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang dincapkan atau
ditulis (Subekt,1990:1).

Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.
Adapun yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum
dalam harta kekayaan antara dua pihak atau lebih berdasarkan mana pihak yang
saln berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain
berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Oleh karena it perjanjian
mengandung suatu hubungan hukum antara pihak-pihak yang mangadakan
perjanjian atan tindakan hukum. Hubungan hukum dalam perjanjian adalah suatu
ikatan antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dimana masing-masing
pihak terikat pada hak dan kewajiban (Setiawan,1987 :ix).

Perjanjian menganut sistem terbuka artinya setiap orang dapat atau
mempunyai kebebasan untuk mengadakan segala jenis perjanjian asalkan tidak
dilarang oleh undang-undang serta tidak berlawanan dengan kesusilaan dan
ketertiban umum (Abdulkadir Muhammad, 1992:84).

Kebebasan mengadakan perjanjian menyebabkan subyek-subyek
perikatan dapat mengadakan perjanjian atau perikatan yang namanya tidak
dikenal dalam undang-undang. Ada perikatan yang lahir karena perjanjian dan
ada juga yang lahir dari undang-undang (Tje' Aman, 1985 :17).

Perikatan yang lahir dari perjanjian memand dikehendaki oleh 2 (dua)
orang atau 2 (dua) pihak yang membuat snatu perjanjian. Perikatan yang lahir dari
undang-undang diadakan diluar kemampuan pard pihak yang bersangkutan.
Apabila 2 (dua) orang mengadakan suatu perjanjian maka mereka bermaksud
bahwa antara mereka berlaku suat perikatan hukum sungguh-sungguh, mereka
ifu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan, Tali perikatan ini

putus kalan janji itu sudah terpenuhi (Subekti, 1976 :3).
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Syaral sabnya perjanjian mernumt pasal menurut pasal 1320 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata, yaitu :

1. sepakat dari mereka yang mengikatkan diri,

I:‘:Q

cakap untuk membuat snatu perjanjian;
3. mengenai suatu hal tertentu, dan
4. suatu sebab yang halal.

ad. 1. Sepakal mereka yang mengikatkan diri yailn,

Suaty kehendak yang satu dikatakan atan ditujukan kepada pihak yang lain
dan oleh pihak yang lain dimengerti kehendaknya serta mengatakan menerima
atau menyetujuinya dengan kata lain apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu
juga dikehendaki pihak yang lain. Persetujuan itu sifatnya sudah mantap tidak
dalam keadaan ragu-tagu atau dapat juga dikatakan tidak lagi dalam keadaan
perundimngan. Persetujuan kehendak yang melahirkan kesepakatan tersebut
sifatnya bebas artinya tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga,
betulbetul murni atas kemauan dari para pihak termasuk digini tidak ada
persetujuan kehendak karena suatn paksaan, kekhilafan atau penipuan. Jika
petjanjian tersebnt mengandung guatu paksaan, kekhilafan atau penipnan maka
perjanjian tersebut bisa dimintakan pembatalan.
ad. 2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian yaitu,

Kecakapan dari pihak yang membuat suatu perjanjian tersebut. Pada
umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah
dewasa dan sehat pikiranya, dewasa disini artinya sudah genap usia 21 (dua
puluh satu) tahun menurut pasal 330 KUH Perdata. Akibat hukum dari ketidak
cakapan membuat perjanjian yang telah dibuat itn, dapat dimintakan
pembatalannya pada hakim.
ad. 3. Mengenai suatu hal tertentu yaitu,

Persetujuan harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang
diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua pihiak jika timbul suatu perselisihan.
Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan
jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangan si berutang
pada wakitu perjanjian tergebut dibuat, hal tersebut tidak diharuskan oleh undang-

undang.
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ad. 4. Suatu sebab yang halal (causa) yaitu,

Snatn yang menyebabkan orang membuat perjanjian yang mendorong
orang mermnbuat perjanjian, tetapi yang dimaksud dengan causa yang halal dalam
pasal 1320 KUH Perdata itu, bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau
mendorong orang membuat perfanjian melainkan ist perjanjlan itu yang
menggambarkan tujuan yang hendak dicapai oleh pihak-pihak apakah dilarang
oleh undang-nndang atan tidak, apakah berteritangan dengan keperntingan nIrmuImn
dan kesusilaan alau tidek. Akibat hukwumn dari petjanjian yang berisi causa yang
tidak halal adalah batal demi hukum (Meliala, 1985 :9-11).

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif, syarat subyektif
adalah suato syarat yang menyangkut pada subyek-subyek perjanjian it dan
harus dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, meliputi kesepakatan
mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan pibak yang membuat
perjanjian. Apabila syarat subyektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian ini dapat
dimintakan pembatalan lewat pengadilan. Jika tidak dituntut pernbatalan maka
perjanjian tetap berlaku. Syarat ketiga dan keempat disebnt syarat obyektf, syarat
obyektif adalah syarat yang menyangkut pada obyek perjanfian itu. Jika syarat
obyektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum atau dianggap tidak
pernah ada (Meliala, 1985:11).

Disamping syarat-syarat tersebul dialas yang sifatnya mutlak, para pihak
dapat menambah syarat-syarat lainnya gebagai syarat tambahan, asalkan tidak
bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan
sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1337 KUH Perdata.

Asas-asas yang digunakan dalam perjanjian seperti tersebut di bawali inl.

1 Asas Kebebasan Berkontrak (Sistem Terbuka)

Sigtem  terbuka artinya para pihak dalam perjanjian bebas
mengermkakan kehendak, mengatur hubungan yang berisi apa saja asalkar
memenuhi syarat sahnya perjanjian. Maksudnya setiap orang bebas mengadakan
suatu perjanjian apa saja, balk perjanjian it sudah diatur dalam undang-undang
maupun belum diatur dalam undang-undang. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata
menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagal undang-
undang bagi mereka yang membuainya. Kata "semma” menunjukan adeanya
kebebasan bagi setiap orang untuk membuat perjanjlan dengan siapa saja dan
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tentang apa saja, asalkan tidak berteniangan dengan kesusilaan, ketertiban umuim
dan undang-undang (Meliala,1985:18).
2. Asas Itikad Baik
Afas itikad baik ini dapat dibedakan antara itikad baik yang obyektif
dan itikad baik yang subyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyekiif dapat
diartikan sebagai suatu kejujuran seseorang dalamn melakukan suatu perbuatan
hukuimn, yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan
perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam pengertian yang obyekif,
maksudnya bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma
kepatutan atau apa-apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam
masyarakat (Meliala,1985:19).
3. Asas Pacta Sun Servanda
Pacta sun servanda ini merupakan asas dalam perjanjian yang
berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara
gah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya sepert
undang-undang. Maksudnya bahwa perjanjian yang dibuat secara sah oleh para
pihak akan mengikat mereka geperti undang-undang. Maksud asas pacta sun
gervanda ini dalam snatu perjanjian, tidak lain adalah untuk mendapatkan
kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian itu, kecuall kalau
perjanjian itu dimaksudkan untuk pihak ketiga. Menurut Frof. Subekt, S.H., bahwa
“Tujuan agas pacta sun servanda adalah untuk memberikan perlindungan kepada
para pembeli bahwa mereka tidak perlu khawatir akan hak-haknya karena
perjanjian itn berlakn sebagai undang-undang bagi para pihak yang
membuatnya" (Meliala,1985:20).
4. fsas Konsensualitas
Maksud dari asas konsensualitas ini adalah dalam suatu perjanjian
cukup ada suam kata sepakat dari mereka yang membuat perfanjian itu tanpa
diikuti dengan perbuatan hukum lain. Syaral salinya suatu perjanjian, baliwa harus
ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian itu. Asas ini penting gekali
dalam suatu perjanjian, sebab dengan kata sepakat ini sudah timbul adanya suatu
perjanjian sejak detik tercapamya kata sepakat. Perjanjian itu sudah ada dalam artl
telah mempunyai akibat hukum atan sudah mengikat sejak tercapainnya kata
sepakat itu (Meliala,1985:20)
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5. Asas Berlakunya Suatu Perjanjian

Maksud dari agas ini adalah bahwa snatn perjanjian itu hanya berlaku
bagi para pihak yang membuatnya. Pada dasarnya semua perjanjian itu hanya
berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja, tidak ada pengaruhnya bagi
pihak ketiga Pihak ketiga pun tidak bisa mendapatkan keuntungan karena suatu
perjanjian tersebut, kecuali yang telah diatur dalam undang-undang, misalnya
perjanjian garansi dan perjanjian untuk pihak ketiga. Asas berlakunya suatu
perjanjian ini diatur dalam pasal 1315 dan pasal 1340 Kitab-Undang-undang
Hukum Perdata (Meliala,1985:21).

Adanya akia perjanjian yang telah disepakati bersama, diharapkan bahwa

isi perjanjian tersebut betul-betul dilaksanakan oleh para pihak, sehingga tujuan
diadakannya perjanjian itu tercapal dan terpenuhi. Nammun adakalanya suatu
perjanjian terhambat pelaksanaannya, hambatan tersebut dikenal dengan adanya
2 (dua) kemmungkinan, yaitu ingkar janji (wanprestasi) dan keadaaan memaksa
(overmacht).
Wanprestasi adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitur ingkar janj,
berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekal, melaksanakan prestasi yang
keliru atau tidak benar dan terlambat melaksanakan prestasi. Keadaan tersebut
dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian gi debitur. Keadaan memaksa
fovermacht/force majeur) adalah suatn keadaan yang tidak dapat diduga
sebelumnya sehingga menghalangi debitur untuk melaksanakan prestasi sebelum
ia lalai atau alpa, dan keadaan tersebut tidak dapat disalahkan kepadanya
(Subekt, 1976 .42).

Perbedaan wanprestasi dengan overmacht mempunyai hubungan hukum
yang erat, karena overmacht adalah salah satu alasan debitur untuk dibebaskan
dari hukuman sebab tidak dapat melaksanakan kewajibannya untuk berprestasi.
Overmacht menimbulkan resiko, yaitu kewajiban memikul kerugian yang
disebabkan suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak. Oleh karena itu dalamm
Klausula perjanjian sebalknya disebutkan mengenai siapa yang harus
menangqung resiko jika terjadi keadaan memaksa fovermacht (Subekti, 1976 :50).
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2372 Kedudukan dan Kewenangan PT. (Persero) Telekomunikasi
Dibidang Pelayanan Jasa Telekomunikasi

Keberadaan FT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia tidak terlepas dari
sejarah pamjang pertelekomunikasian Indonesia yang dimulai dari Poost en
Telegraafdienst yang didirikan pada Tahun 1906 dengan Staatblad Nomor : 395
kermudian diubah menjadi Jawatan Post, Telegraal en Telefoondienst (PTT).
berdasarkan IBW (Indonesische Bendrijven Wet=Undang-undang Ferusahaan
Indonesia) Tahun 1931 Jawatan P1T ditetapkan sebagai perusahaan negara.

Dengan dikeliarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka untmk
menyesuaikan organisasi alat-alat produksi dan distribusi sebagal organisasi
penyelenggaraan Fasal 33 Undang Undang Dasar 1945, pemerintah merasa periu
untuk menyeragaimkan bentuk-bentuk usaha negara. Oleh karena Itu
dikelarkanlah peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomeor 19 tahun
1960 tentang Perusahaan Negara, yang kemmudian dijadikan Undang-Undang dan
disebut dengan Undang-Undang Nomor 19 Prp tahun 1960.

Undang-undang Nomor 19 Pip Tahun 1960, menyebutkan pengertian
perugahaan negara yaitu semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya
untuk seluruhnya merupakan kekayaan negara Republik Indonesia, kecnali
ditentukan lain atau berdasarkan undang-undang.

Sifat dari perusahaan negara ini adalab merupakan kesatan produksi
yang meliputi perusahaan pemberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum
dan menumpuk pendapatan, baik di bidang industri, pertambangan dan
perdagangan yang bertujuan membangun ekonomi nasional umntik kesejahteraan
rakyat atau meningkatkan kehidupan rakyat (Sutantyo,1995:186-187).

Penjelasan diatas terlihat bahwa jawatan PTT memenuhi syarat nntuk tetap
menjadi perusahaan negara. Kemudian dalam perkembangannya PTT pada Tahun
1961 dinbah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekormnikasi. Lapangan
usaha ini ternyala berkembang sangat pesat, akhimya Tahun 1965 diadakan
pemecahan menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro dan Perusahaan Negara
Telekonmnikasi. Mulai tanggal 28 April 1970, Perusahaan Negara Telekommnikasi
berubah menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi yang disingkat PERUMIEL.
Ditetapkan sebagai pengelola telekormmnikasi untuk kepentingan ummm dalam
negeri maupun internasional (PT. Telkom, 1993).
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Perkembanagan selanjutnya Perusahaan wmum Telekomunikasi sebagai
badan hukum diberi wewenang menyelenggarakan telekomunikas) umum untuk
dalam negeri, sedangkan wewenang penyelenggaraan telekomunikasi umum
untuk internasional diberikan kepada PT. INDOSAT selaku badan usaha. Hal
tersebut dimaksudkan untuk kepentingan rakyat banyak yang didasarkan pada
pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 (PT. Telkom, 1992).

Mengingat arti penting dari penyelenggaraan telekormumikasi  yang
memberikan sumbangan yang cukup besar bagi perkembangan ekonomi di
Indonesia menjadi kewajiban bagi pemerintah, untuk melalukan pembinaan
secara aktif di bidang telekomunikasi. Pembinaan tersebut dilakukan dalam bentuk
kebijaksanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan.
Salah satu bentuk realisasinya adalah dengan dikeluarkannya Undang Undang
Nomor 3 Tahun 1989 tenlang Telekomunikasi. Kemudian untuk meningkatkan
efisiensi dan efektifitas jasa telekommnikasi berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umuin (PERUNM)
Telekomunikasi menjadi Perusahan Perseroan (PERSERO) Tanggal 1 Mei 1991,
Perusahaan  Umum  Telekomunikasi (FERUMTEL) diubah menjadi
PT. (Persero) Telekomunikasi Indonesia yang disingkat FPT.(Fersero)
Telekormunikasi (PT. Telkom, 1992).

Tanggal 24 September 1991, dihadapan Notaris Imas Fatimah S5.H
dibentuk PT.(Persero) Telekomunikasi Indonesia yang slatus hukumnya scbagai
badan hukum perdata berbentuk perseroan terbatas. Perubahan tersebut tidak
hanya membawa darnpak dalam pengelolaarmya atau manajemennya saja, tetapi
membawa perubahan pula dalam statusnya sebagal badan hukum, yaitn darl
badan hukum publik menjadi badan hukum privat. Maksud dari badan hukum
publik adalah persekutuan yang terdiri darl orang selaku subyek hukum yang
dibentuk dengan tujuan politik dan sosial, sedang yang dimaksud dengan badan
hukum privat adalah persekutuan yang dibentuk dengan tujuan ekonomis yaitu
untuk mencari keuntungan semata-mata. Meskipun demikian perubahan status
tersebut tidak merubah kedudukannya sebagai Badan Usaha Milik Negara
(Wawancara dengan Kadin Niaga). '

PT.(Persero) Telekomunikasi sebagai Badan Usaha Milik Negara yang

berbentuk perseroan, bertujuan untuk menumpuk keuntungan sehingga
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hubungan-hubungan usahanya diatur menurut hukum perdata. Modal selurubnya
atau sebagian merupakan milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan,
dengan demikian dimungkinkan adanya joint dengan swasta (nasional dan asing)
dan adanya penjualan saham-saham perusahaan milik negara (Kansi},1985:121 ).

Peranan pemerintah dalam hal ini sebagal pemegang gsaham dalam
perusahaan / PT.(Persero) Telekomunikasi, Pada tingkat pertama pemerintah
bertindak sebagal penyelenggara, selanjutnya untnk penyelenggaraan jasa
telekommnikasi dapat  dilimpahkan kepada badan penyelenggara alau
PT. (Persero) TELKOM. Kemudian untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada
masyarakat, maka PT. (Persero) TELKOM mengadakan perjanjian kerjasama
pendifian / penyelenggaraan Warung Telekorunikasi dengan pihak swasia
(UU R.1 No.3 Tahun 1989).

Mengingat jasa telekomunikasi diselenggarakan untuk kepentingan
masyarakat, maka sudah selayaknya kepada penyelenggara diberikan berbagai
kewenangan untuk memudahkan pengeinbangan dan peningkatan pelayanannya.
Adapun kewenangan tersebut meliputi :

1. wewenang memasang jaringan telepon dengan

a.) melintasi sungai atau tanah baik diatas atan dibawah permukaan:

b.) melintasi laut baik diatas maupun dibawah permukaan;

¢.) melintasi jalan umum, tempat wmm dan jalen kereta api,
2. masuk ke tempat umum atau perseorangan dan menggunakannya untuk

semeniara waklu,
3. menggunakan tanah, melintasi diatas atau didasar tanah,
4. melintasi dialas atau dibawah bangunan yang diatas atau didalam lanah
5. menebang atan memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalanginya.
Meskipun demikian pelaksanaan wewenang tersebut tidak boleh mengabaikan
kepentingan rnasyarakat urmun atan pihak yang berhak atas tanah, bangunan dan
tambuh-timbuhan  yang dimaksud. Apabila  hal tersebut mengakibatkan
pemindahan bangunan dan pencabutan hak atas tanah dan benda yang ada
diatasnya, maka badan penyelenggara dan badan lain harus memberikan ganti
kerugian yang layak kepada pemiliknya (JU R.I No. 3 Tahun 19883).

Bidang vusaha yang dilakukan FPT.(Persero) Telekormunikasi dalam

penyelenggaraan pelayanan telekommunikasi untuk wmum meliputi :
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a) telepon,
adalah suatu sistem telekomunikasi dari penyaluran suara.

b) telegraf,
adalah suatu sistern telekomunikasi yang bertalian dengan setiap proses
pengiriman dan produksi gsuatu dokumentasi antar tempat berupa tanda,
tulisan cetakan dan gambar bergerak atan pengiriman dan penerimaan
salinan informasi apapun dalam bentuk tertemntu.

c) telex,
adalah suatu sistem pelayanan telegraf yang diberikan kepada pelanggan
untuk dapat saling berhubungan langsung dengan menggunakan pesawat

telepon.

2.3.3 Pengertian Umum Telekomunikasi

Istilah "Telekommunikasi" mempunyai penafsiran yang otentik yaitu dalam
Pagal 1 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi
yang berbunyi : Telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengirim dan penerima
tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem
kawat, radio dan optik atan sistem elektromagnetik lainnya. Definisi lebih mas dari
katakata telegrap dan telepon, seperti yang tertera dalam S. 1878-257 tentang
"De Bepalingen Omtrent de Aanlag en Het Gebruik Van Telegrafen In
Nederlandsch Indie" dan S. 1926-446 tentang “Hubungan Telepon". Peraturan-
peraturan yang berasal darl jaman Belanda ini telah dicabut dengan Undang
Undang Nomor 5 Tahun 1964 (LN.1964-59) tentang Telekommunikasi.

Telekommnikasi dikuasai, diselenggarakan dan diatur oleh pemerintah.
Badan yang bukan pemerintah dapat menyelenggarakan telekomunikasi hanya
atas ijin dari pemerintah.

Telekommnikasi dapat diselenggarakan oleh :
a) pemerintah untuk kepentingan umui,
b) pemerintah bagi kepentingan pemerintah sendiri;
¢) badan bukan pemerintah untuk kepentingan badan it sendiri

(Purwosujipto,1987:85).
Menurut uraian diatas berarti telekomunikasi itn diselenggarakan cleh

pemerintah tetapi atas ijin pemerintah, badan yang bukan pemerintah dapat
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menyelenggarakan telekomunikasi dan telekomunikasi im untuk badan itu sendiri.
Khusns untuk dinasnya sendiri, instansi pemerintah dapat meny elenggarakan
telekomunikasi. Penggunaan  pemasangai dan penggunaan alat-alat
telekommnikasi untuk kepentingan pemerintah diatur tersendiri dengan peraturan
pemerintah. Sedangkan untuk telekomunikasi yang diselenggarakan oleh badan
bukan pemerintah harus mendapat ijin dan pemenntah. fjin dapat diberkan
selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang apabila jangka waktu yang
telah ditentukan habis. Sebaliknya pemerintah juga bisa mencabut bila
penyelenggaraannya tidak memenuhi ketentnan-ketentuan dalam undang-undang
telekomunikasi. ljin yang diberikan pemerintah kepada badan lain yang bukan itu
dapat bersifat tetap, sementara dan kadangkala (UU R1. No.3 Tahun 1989).

Telekomunikasi yang diselenggarakan oleh kapal yang berbendera asing
dan oleh pesawat udara tidak perln mendapat ijin, kecuali kalau
penyelenggaraannya bersifat tetap dalam jangka wakiu seperti yang ditetapkan
dalam peraturan pemerintah, penyelenggaraaan telekomunikasi itu hanya untuk
kepentingan navigasi, operas ndara atan keamanan lal lintas.

FPenyelenggaraan lelekomunikasi bagi perwakilan negara asing d)
Indonesia dapat dengan ijin pemerintah. Jjin ini diberikan atas usulan Menteri Luar
Negeri dengan mempertimbangkan asas timbal balik (Resiprociteits beginsel)
yang berlaku antar negara.

Di Indonesia telekomunikasi diselenggarakan oleh pemerintah yang
dilakukan oleh perusahaan atau Badan Usaha Milik Negara yang diberl nama
FT.(Persero) TELKOM Sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam
bidang telekomunikasi, PT.(Persero) TELKOM mempunyal motto bahwa dengan
membangun telekomunikasi berarti mensejahterakan bangsa. Kemudian motto ini
berubah seiring dengan perkembangan jaman dan untuk lebih meningkatkan
pelayanan yang diberikan oleh PT.(Persero) Telekomunikasi kepada masyarakat
luas yaitu TELKOM Setia Melayani Anda.

2.3.4 Pengertian Warung Telekomunikasi
Pordasarkan rumusan Bab I pasal 1 huruf () Keputusan Direksi

Perusahaan Perseroan (Persero) FPT. Telekomunikasi Indenesia Nomeor
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KD.O6/YN.230/YAN-11/1993 tentang Fedoman Penyelenggaraan ~ Warung
Telekonmmnikasi, menyatakan .

Warung telekomunikasi yang selanjutnya disebut sebagai (Wartel)

adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa

telekomunikasi, yang terdiri dari :

1. Wartel tetap yaitu wartel yang berisl lokasiftempatnya bersifat tetap,

2. Wartel keliling yaitu wartel ternpatnya bersifat bergerak;

3. Wartel temporer yaitn wartel yang diadakan bersifat sementara.
Warung Telekomunikasi adalah warung yang melayani jasa telekomunikasi yang
pendiriannya cleh pihak gwasta atau PT.(Persero) Telekomunikasi gendiri, dalam
bentuk perjanjian kerjasama (FKS) untuk masa 2 (dua) tahun. Dalam kerjasama
tersebut badan lain menyediakan tempat dan sarana penunjang lenmasuk
perangkat telekomunikasi, sedangkan PT.(Persero) Telekomunikasi menyediakan
sambungan telekomunikasi.

Pendirian Warung Telekomunikasi bertujuan untuk menyediakan
pelayanan bagi kemanfeatan —wmum berupa jasa, mengingat biaya
penyelenggaraannya yang tidak sedikit, maka harus memperhatikan beberapa hal
diantarannya :

1 lokasi Wartel, ditentukan setelah dilakukan survei dengan memperhatikan
kebutuhan masyarakat. Kreteria Wartel, antara lain :

a) Wartel perintis, lokasinya di daerah belim berkembang dan secara
ekonomis tidak potensial, misi penyelenggaraan lebih mengutamakan
penyediaan jasa,

b) Wartel  khusus, (dilingkungan pendidikan}, cikelola  oleh
koperasi/organisasi  kampus, sekolah, pesantren atan lembaga
pendidikan,

¢) Wartel potensisal (bisnis), lokaginya didaerah strategis dan rrmdah
dijangkau, misi penyelenggaraan adalah bisnis;

2. pendirian Wartel oleh dinas telekomunikasi harus memperhatikan keberadaan

Wartel yang telah dikelola badan lain yang dilaksanakan oleh Kantor Daerah

Telekomunikasi setempat dengan memperhatukan takior kebutuhan fasilitas

\elekomunikasi masyarakal setempat, antara lain .
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a) daerah tujuan wigata,

b) daerah yang sedang berkembang;
¢) daerah terpencil /pedesaan;

dy ibukota kecamatan,

3. disetiap Kantor Daerah Telekomunikasi harus ada KBU YANTEL (Kamar Bicara
Umum Pelayanan Jasa Telekomunikasi) diusahakan di tengah-tengah kota,
ditempat pusat kegiatan masyarakat

4. penyediaan gedung dan fasilitas telekomunikasi, antara lain adalah,

a) penyedisan gedung/ruangan dapat memanfaatkan milik dinas

PT.(Persero) Telekomunikasi atau pihak lain dengan cara beli alau sewa;

b) fasilitas yang diperlukan meliputi, antara lain :

1. untuk pelayanan minimal
a) pesawat telepon otomat untuk pelayanan antar daerah
b) pesawat gentex 1 (satu) buah melahii operator
¢) pesawat facsimile
d) pesawal telepon umum swalayan FTUS)
e) kamar bicara umum (KBU)
f) meubelair
g) papan nama dan rambu Wartel

2. pelayanan tambahan
a) telepon wmum coin;
b) telepon umum kartu;
c) lelex.

Pelayanan Warung Telekomunikasi meliputi pelayanan percakapan
telepon melalni operator, telepon antar daerah dan pengunjukan telegram.
Disamping itu juga pelayanan KBU swalayan, facsimile, telex/gentex, penjualan
kartu telepon umum dan jasa telekomunikasi lainnya. Sedangkan pelaksanaanya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku ( FT. Telkom, 1993 :6-8).
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari landasan teori dan pembahasan yang telah dikemukakan pada

bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan :

1

Mekanisme perjanjian kerjasama dalam pendirian Warung Telekomunikasi
memuat prosedur dan syarat-syarat pendirian dari Warung Telekomunikasi.
Dalam syarat-syarat pendirian harus disebutkan pula jenis atau type
pelayanan yang diminta untuk dikelola, perjanjian kerjasama tersebut dapat
dilakukan oleh badan hukum maupun perseorangan. Pihak PT. (Persero)
TELKOM berhak menolak permohonan pendirian Warung Telekomunikasi
apabila tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan.

Hubungan hukum dalam perjanjian penyelenggaraan  Warung
Telekomunikasi terjadi apabila pengelola Warung telekomunikasi
menyetujuai prosedur dan syarat-syarat penyelenggaraan Warung
Telekomunikasi yang telah ditentukan oleh PT.(Persero) TELKOM dan
menandatangani formulir perjanjiannya. Dalam formulir perjanjian disebutkan
pula hak dan kewajiban antara masing-masing pihak. Bentuk kerjasama
dilaksanakan didasarkan pada kerjasama operasi dengan sistem komisi yang
besarnya ravenue sharing ditetapkan berdasarkan besamya pendapatan
yang diperoleh pengelola dalam bulan berjalan.

Resiko dan penyelesaian dalam perjanjian kerjasama timbul akibat adanya
kerusakan yang disebabkan bukan karena kesengajaan dan atau kelalaian
para pihak, menjadi tanggung jawab jawab para pihak itu sendiri, kecuali
kerusakan yang disebabkan karena kesengajaan atau kelalaian salah satu
pihak maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian pada pihak
yang menyebabkan timbulnya kerusakan tersebut. Dalam ketentuan pasal 10
perjanjian kerjasama pendirian/pengelolaan Wartel menyebutkan apabila
terjadi perselisihan di kemudian hari antara PT. (Persero) TELKOM dengan
Pengelola diselesaikan secara musyawarah.
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2. dalam pola kompensasi

Selelah penyerahan [asilitas telekomunikagi dari investor kepada
PT. (Persero) TELKOM maka pihak investor berhak menerima pengembalian
investasinya berupa pembebasan biaya pasang baru dan pemakain fasilitas
telekomumnikasi sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku selama jangka
waktu tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian. Lamna kompensasi dihitung dari
nilai investasi dikurang: biaya pasang baru kemudian hasil yang dipercleh dibagi
dengan biaya pemakaian per satuan wakt, hasil akhir perhitingan ini hams
kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) tahun.
3. pola hibah

Pola hibah, penyerahan dilakukan investor tanpa ikatan apapuil yang
menjadi kewajiban bagi FT. (Persero) TELKOM atas hibah tersebut. Jenis hibah
yang diberikan kepada PT. (Persero) TELKOM berupa |
a) pembayaran lasilitas teloekomunikagi yang lengkap, yang terdin dan smising

jaringan, pesawal lelepon dan transmisi,

b} pembangunan fasilitas telokoymmnikasi yang tidak lengkap 1nisalnya jatingan.

Berdasarkan Kepulsan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi
Nomor © KM.39/KS.002/MFFT-93  tentang Kerjasaina Penyelenggaraan jasa Dasar
Telekomunikasi, Menteri Pariwisata Pos dan Telekommunikasi, dalam BAB IV
disebutkan bahwa bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan jasa telekormunikasi
dasar, dapat berupa .
a) usaha patungan
b) kerjasama operasl
¢) konirak manajemen

Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama pendirian / penyelenggaraan
Wartel bentmk kerjasama yang digunakan adalah dengan cara kerjasama operasi,
yang dimaksud dengaii kerjasama operasi meliputi pelayanan atau penyediaan,
dalam pelaksanaan kerjasamanya kewenangan penyelenggaraan tetap pada
badan penyelenggara. Kerjasama operasi ini dapat berupa pola bagi hasil atau
pola sebagaimana dijelaskan dimuka. Pelaksanaannya dituangkan dalam perjanjian

kerjasama antara badan penyelenggara dengan badan lain yang memmal antara
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lain kepemilikan, penyediaan, jangka waktu kerjasama dan imbalan serta harus
dapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
Berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (FERSERO)
PT. Telekomunikasi Indonesia HNomer KD.O6/YN.230/YAN-11/1993,
penyelenggaraan Wartel dapat dilakukan oleh FT. (Persero) TELKOM, Badan lain,
Perum Pos dan Ciro. Badan lain maksudnya yaitu badan usaha diluar badan
penyelenggara jasa telekornunikasi. Perjanjian kerjasarna tersebut dapat dilakukan
oleh badan hukum dan juga dapat dilakukan oieh persecrangarn.
Syarat-syarat mendirikan Wartel sebagai berikut :
. badan lain sebagai calon pengelola Wartel mengajukan permohonan untuk
mendirikan Wartel kepada
a) kakandatel untuk mendapatkan rekomendasi,
b) kakanwil untuk mendapatkan ijin;
2. surat permohonan rekomendasi dilampiri :
a) jenis pelayanan yang diminta,
b) lokasi atan lempat penyelenggaraan,
¢} membuat rencana usaha dan kerja yang memuat antara lain biaya
invegtagi, perkiraan pendapatan atau pemasaran dan tahapan
pengoperasian dalam jangka waktu b (lima) tahun,
d) sarana dan prasarana pelayanan,
3. surat permohonan fjin dilampiri :
a) fotokopi akte pendirian perusahaan,
b) fetokopi mendirikan bangunan dan surat ijin ternpat usaha,
¢) surat rekomendasi dari PT. (Persero) TELKOM,
d) fotokopi surat nomor pokok wajib pajak (NPWP) atau kartu pengenal
NPWP yang masih berlaku,
@) surat keterangan nasabah bank / referensi bank dari bank pemerintah atan
lainnya sesuai dengan SK Menteri Keuangan yang masih berlaku;
f) surat pernyataan yang menyatakan bahwa calon penyelenggara Wartel
bersedia tunduk pada ketentuan operasional yang berlaku pada badan
penyelenggara;

g) fotokopi surat ijin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan
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membnat rencana kerja dan usaha yang memuat antara lain biaya
investagi, perkiraan pendapatan atau pemasaran dan tahapan
pengoperagian dalam jangka waktu 5 (lima tahun).

Dalam berkas yang sudah dimasukkan kedalam satu map tersebut harus
disebutkan juga :

1. jenis pelayanan yang diminta untuk dikelola; adapun jenis dan macam

pelayanan yang diminta adalah :

a) pelayanan Warung Telekomunikasi kelas 1 (satu) mebputi :

1.

pelayanan percakapan telepon antar daerah mannal dan percakapan

internasional melalui operator;

. pelayanan telegram melalni gentex (general teleks) atau teleks yang

dapat hubungan timbal balik;

pelayanan teleks internasional (teleks boots),

4. pelayanan pesawat telepon unum swalayan (FTUS) dengan komputer

-] O

dan non komputer,

pelayanan facsimile;

penjualan kartu telepon umumn,

pelayaanan jasa nilai tambah (JASNITA) misalnya :
a) menyediakan sistem informasi elektronik;
b) menyediakan komunikasi data paket;

¢) menyediakan tele media,

b) pelayanan Warung Telekomunikasi kelas Il (dua) meliputi :

1

Lo

4.

pelayanan percakapan telepon antar daerah mannal dan percakapan
melalil operator,

pelayanan telegram melahi gentex;

pelayanan pesawat telepon umum swalayan (FTUS) dengan komputer
dam non komputer,

penjualan kartu telepon umun.

¢) pelayanan Warung Telekomunikasi kelas IlI (tiga) meliputi :

8

n

O,

pelayanan percakapan telepon antar daerah manual dan percakapan
internasional melalui operator,

pelayanan telegram melalui gentex.
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Seiring dengan perkembangannya untuk lebih meningkatkan kinerja dan
efigiensi dari PT. (Persero) TELKOM jenis pelayanan Wartel yang sebelimnya
menggunakan istilah kelas 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) berdasarkan Sural
Keputusan Menteri Perthubungan Nomor M. 54 Tahun 1998, berubah menjadi
type A dan type B.

Persyaratan pendirian Warung Telekomunikas: type A mebputi @
1. calon pengelola berbadan usaha (FT, ¥Koperasi, CV),
2. loto copy akte pendirian dari notaris;
3. folo copy nomor pokok wajib pajak {(NPWP),
4. folo copy surat ijin mendirikan bangunan (IMB},
5. foto copy kartu tanda penduduk (KTP);
6. asli gambar denah lokasi/Tuangai,
7 surat pernyataan tunduk pada ketentuan / peraturan yang berlaku di DEPHUB /
PT. TELKOM di atas materai Rp. 2000,-;
&. membuat rencana kerja dan rencana usaha yang memuat :
a) rincian sarana dan prasarana (biaya investasi),
b) prakiraan pendapatan / pemasaran dan tahap pengoperasian dalam
jangka waktu 5 (lima) tahun;
¢) biaya operasional dan sebagainya.
Persyaratan pendirian Warung Telekomunikasi type B meliputi :
1. calon pengelola perorangan atau berbadan usaha (PT, CV, Koperasi),
2. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu susunan kelarga (KSK),

&)

alamat lokasi yang akan didirikan Wartel barus gegnai dengan KTF dan

dilampiri dengan denah lokasi,

4. surat pernyataan tunduk pada ketentuan / peraturan yang berlakn di
Departemen Pethubungan / FT. TELKOM diatas materai Rp. 2000,-.

Adapun pelayanan dari Warung Telekomunikasi type A tidak beda dengan

pelayanan kelas 1 (satuj seperti yang lelah disebutkan diatas. Untuk pelayanan

Waring Telekomunikasi type B adalah sama dengan jenis pelayanan yang

disebutkan dalam pelayanan kelas 3 (dua) seperti yang telah diuraikan di atas.

[I. lokasi /tempat Warung Telekonmmunikasi,

1. lingkungan lokasi (perkantoran/pusat perdagangan dan atan tempat keramaian

lainnya),
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IV. petkiraan perkembangan Warung Telekomunikasi,
V. mag ruang/bangunan/gedung imtuk penyelenggaraan Wartel,
V1. jumlah personil yang melayani,
V1L sarana penunjang Wartel seperti meubelair, peralatan kantor, sarana parkir
xendaraan, kamar kecil, air, catu daya listrik dan lain-lain yang digunakan.
Surat permohonan beserta lampiran-lampirannya diterima dan diteliti
oleh Kepala Kantor Daerah Telekormnikasi sebagai bahan pertimbangan untuk
menerbitkan surat rekomendasi penyelenggaraan Wartel. Dalam tahap penelitian,
Kepala Kantor Daerah Telekomunikasi berhak memanggil calon pengelola untuk
mengadakan Klarifikasi bila dianggap periu. Penolakkan pemberian rekomendasi
untuk pendirian Wartel dilakukan apabila
a) secara leknis dilokasi tersebut tidak dapat dipasang sambungan
telekomunikasi,
b) pendirian Wartel tersebut akan mematikan Wartel yang ada,
¢) calon pengelola Wartel tidak bersedia menyediakan sarana yang diperhukan.
Persetujuan atan penclakan rekomendasi diberikan secara fertulis oleh
KAKANDATEL kepada calon pengelola selambat-Jambatnya 14 (empat belas) hari
sejak permintaan diajuken.
Lingkup kerjasaima Warung Telekormnikasi dapat berupa pelayanan .
ay wajib yaitu pelayanan percakapan telepon dan untak hubuﬁgan manual melalui
operator penyanibung dan pengunjukan telegrar,
b) tambahan yaitu pelayanan KBU swalayan untuk beberapa hubungan ke kota
yang sudah otomat, teleks, penjualan kartu telepon Umuin dan jasa

telekorminikasi lainnya.

3.2 Hubungan Hukum Antara PT.(Persero) TELKOM Dengan Pihak Swasia
2 2.1 Bentuk Kerjasaima

1. (Persero) TELKOM sebagai Badan Usaha Milik Negara yang bergerak
di bidang jasa telekomunikasi dan pelaksana tunggal yang diberi wewenang untuk
meny elengarakan telekomunikasi umum dalam negeri i Indcnesia, berupaya
untuk memngkatkan fasilitas dan pelayanannya pada masyarakat dengan

mempertimbangkan Lerbagai hal, antara lin dengan menjalin kerjasama dengan
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pihak gwasta dalam bentuk perjanjian kerjasama pembangunar dan pengelolaan
Wartel dalam jangka wakin tertentu seguai dengan perjanjiannya.

Pelaksanaan penyelenggaraan jasa Wartel akan menimbulkan perbedaan-
perbedaan penilaian prestasi diantara para pihak. Hal-hal yang sering terjadi
antara lain adanya kerusakan-kerusakan perangkat telekomunikasi ~dan
wanprestasi dari pihak pengelola Wartel. Oleh karena itu untuk efektifitas dan
ofisiensi, bentuk kerjasama antara FT. (Persero) TELKOM dengan pengelola
berdasarkan kesepakatan tidak menggunakan bentuk kerjasama sebagaimana
dinraikan dalam landasan teori, tetapi menggunakan bentuk kerjasama operasi
dengan sistem komisi. FT. (Persero) TELKOM hanya menyediakan jaringan
telekommunikagi, yaitu rangkaian perangkat telekormunikasi dan kelengkapannya
yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi. Perangkat yang diperlikan
untuk bertelekomunikasi seperti pelayanan telepon umum swalayan (PTUS)
sebagai sarana percakapan telepon, alat-alat tulis dan sebagainya yang ada di
Wartel beserta bangunannya harug disediakan oleh pihak Wartel sendiri, termasuk
penyelenggaraan pelayanan jasa \elekomunikasi secara langsung kepada
masyarakat (Wawancara dengan Kadin Niaga).

Pembagian keuntungan antara PT. (Pergero) TELKOM dengan pengelola
didasarkan pada sharing progresif dengan sistem komisi yang telah disepakati
didalam perjanjiannya sebagai berikut :

a) untuk jasa telekomunikas dalam negeri
1. pendapatan sampai Kp. 1.000.000,00 dikenakan 50% (lima puluh persen)
pendapatan Rp. 1.000.000,00 sampai dengan Rp.3.000.000,00
dikenakan 40% (empat puluh perseny,
. pendajpatan lebih besar dari Rp. 3.000.000,00 dikenakan 22,5% (dua-
puluh dua setengah persen).

S

w

b) untuk jasa telekorminikasi uar negeri 8% (delapan persen)

Semuanya dihitung dari jumilah pendapatan wartel setelal dikurangi PPN dan
harus disetorkan berikut PPNnya ke rekening PT. TELKOM /KANDATEL pada
tanggal yang telah disepakati (Wawancara dengan Kadin Niaga).
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3.2.2 Isi Perjanjian

Penyelenggaraan perjanjian paling gedikit harus ada dua pihak sebagal
subyek hukum, yang mana dapat berupa orang atau badan hukum. Subyek hukumn
dalam penyelenggaraan perjanjian wartel adalah PT.TELKOM dengan pihak
pengelola dalam hal ini pihak swasia. PT. (Persero) TELKOM sebagal pihak
pertama yang berkedudukan sebaga badan usaha tunggal dan diberi wewenang
untuk menyelenggarakan jasa telekormunikasi umum dalam negeri. Fihak
pengelola sebagal pihak kedua yang berkedudukan sebaga badan lain yang
berbentuk badan hukum dan bekerjasama dengan PT. (Persero) TELKOM untuk
menyelenggarakan Warlel, para pihak nantinya yang akan menentukan isi
pertjanjian. Isi perjanjian pada dagsamnya adalah mernmat ketentuan-ketentuan dan
gyaral-ayaral yang lelal petjanjikan oleh pihak-pihak. Ketentuan-ketentuan dan
syarat-syarat tersebut betisi hak dan kewajiban yang harus mereka patuhi
(PT.Telkom,1993 :11).

Isi perjanjian penyelenggaraan Wartel telah ditentukan oleh pihak
PT. (Perserc) TELKOM. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian baku yang
konsep-kongsepnya ditulis dan disusun lanpa membicarakan isinya yang
ditnangkan dalam jumlah tak terbatas dan bersifat tertentu, maksudnya yaitu isi
perjanjian penyelenggaraan Wartel tergsebut sama baiknya dengan Yyang
diselengarakan oleh kantor pusat, KANDATEL maupun KANCATEL meskipun
daerahnya berbeda. Perjanjian tersebut meniuat kedudukan PT.(Persero) TELKOM
gebagai pihak pertama dan pengelola sebagal pihak kedua Pihak pengelola
tinggal menandatangani perjanjian apabila menyetujui kelentuan-kelentuan dan
syarat-syarat yang telah ditentikan oleh FT.(Perserc) TELKOM, apabila ndak
menyetujui maka perjanjian tersebut tidak akan terlaksana dan tidak akan terjadi
hubungan diantara mereka.

Kotentnan dan syarat-syaral yang hams dipenuhi oleli para pihak telah
digainbai kan secara jelas dalam perjanjian, termasuk sanksi dan penyelesaiannya
apabila timbul suatu perselisihan dalam perjanjian tersebut. Isi perjanjian lebih
menguntungkan salah sata pihak yaitu PT.(Persero) TELKOM.  FT. (Persero)
TELKOM selain sebagai pembuat perjanjian juga berkedudukan gebagai hakim.
Hal ini dapal kita lihat dalam ketentuan pasal 33 ayat (7) dari Keputusan Direksi
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Perusahaan Perseroan Nomor : KD.96/YAN-11/1993 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Wartel yang menyebutkan :

Kedua belah pihak, sepakat untuk mengesampingkan ketentuan pasal
1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap segala sesuatn
yang bertalian dengan pemutusan perjanjian menurut pasal ini, sehingga
pemutusan perjanjflan dapat dilakukan secara sah cukup dengan
pemberitahnan tertulis oleh PIHAK PERTAMA kepada FIHAK KEDUA
tanpa perln menunggu adanya keputusan dari PENGADILAN.

Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa pengelola tidak dapat

melakukan upaya hukum untuk mengadakan pembelaan dimuka pengadilan. Pasal

% Menjelaskan mengenai upaya hukum yang dpat dilakukan apabila terjadi

perselisihan yaitu dengan jalan musyawarah dan bila tidak berhasil dapal
diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

3.2.3 Hak dan Kewajiban

Perjanjian pendirian Wartel dalam Keputusan Direksi Ferusahaan

Perseroan (Persero) PI'. Telekomunikasi Indonesia memuat mengenai hak dan

kewajiban PT.(Persero) TELKOM dengan pihak swasta diantaranya adalah

1. Hak dan Kewajiban FT. (Persero) Telekomunikasi :

A. VT. (Persero) Telekomunikasi berkewajiban :

a)

b)

c)

d)

menyediakan dan memasang fasilitas sambungan telekomunikasi pokok
berupa sambungan telepon 2 sst, GENTEX/PTP printer 1 sst Dberkut
pesawat terminal GENTEX untuk pelayanan jasa telekomunikasi dengan
status sebagai pelanggan, setelah pengelola mehinasi biaya pembayaran
yanq ditagihkan sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku,

menyediakan dan memasang fasilitas sambungan telekomunikasi tambahan
(sepanjang memungkinkan) berdasarkan permintaan pengelola dan kondisi
trafiknya, dengan perangkat terminal yang disediakan oleh pengelela;
memberikan fasilitas GENTEX kelas khusus yang dapat berfungsi sebagai
Telex dan Telex Booth,

memelihara dan memperbaiki perangkat telekomunikagi milik FT. (Persero)
TELKOM atan pengelola agar selaln berfunsi dengan baik. Pemeliharaan
dan perbaikan perangkat telekomunikasi milik pengelola, PT. TELKOM
hanya menyediakan tenaga kerja saja;
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e) melatih / menatar petugas pelayanan Wartel agar mampu / mempunyai
ketrampilan operasional pelayanan sesnai ketentnan PT. (Persero) TELKOM,;

f) mengijinkan penggunaan logo FT. (Persero) TELKOM untuk iklan atau
promosi Wartel dengan segala akibat yang timbul dari pemasangan iklan
tersebut menjadi tanggung jawab pengelola;

g) menyediakan buku-buku brosur atau dokumen petunjuk operasional dan
atam tarif telekormmnikasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan Wartel,

h) membukukan seluruh penerimaan Warlel, yang menjadi hak PT. (Persero)
TELKOM, sesual dengan sistem akuntansi yang berlaku di FT. {Persero)
TELKOM,

B. PT. (Persero) Telekormnikasi berhak :

a) atas seluruh pendapatan Wartel maupun pendapatan yang sah yang
berkaitan dengan penyelenggaraan jasa telekomunikasi di Wartel setelah
dikurangi bagian pendapatan penyelenggara,

b) melakukan pemeriksaan bulanan terhadap pembukuan pendapatan Wartel
maupun dokumen lain yang berkaitan, sesnai dengan sistem akuntansi
yang berlaku;

c) secara periodik dalam waktu-waktu tertentu melakukan pengecekan
operagional Wartel.

. Hak dan Kewajiban dari pengelola Warlel :

A. Pengelola berkewajiban :

a) menyediakan :

1. ruangan/gedung/bangunan yang memadai (sesuai dengan persyaratan
public service) untuk menyelenggarakan pelayanan jasa telekorminikasi,
2. perangkat telekomunikasi tambahan yang diperlukan Wartel sesuai
spesifikasi PT. (Persero) Telekomunikasi,
3. mebenlair untuk perangkat kerja dan ruang tunggu,
4. alat tulis menulis, cash register, medelimodel operasional pelayanan dan
peralatan yang diperlkan untuk kelancaran operasional,
petugas pelayanan,
catu daya listrik (AC/DC) yang menjamin kontinuitas pelayanan Wartel,

papan taril jasa telekommunikasi yang berlaku,

9§ e GBI e

kamar bicara umum (KBU) untuk pembicaraan telepon,
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9. kamar kecil untuk keperluan pengunjung Wartel,

10. alat pemadam kebakaran.

b)

c)

a)

)
9)

h)
1)

i)

k)

menjaga dan menjamin kerahasiaan berita yang dikirim oleh pemakai jasa
telekomunikasi melalui Wartel,

melaporkan secepatnya gangguan peralatan telekomunikasi yang ada di
Wartel kepada PT. TELKOM,

menjaga perangkat telekormmnikasi yang dikelola agar setiap saat dapat
berfungsi dengan haik,

menjaga keamanan perangkat telekomunikasi yang dioperasikan;

menjaga dan meningkatkan citra PT. (Persero) Telekomunikasi;
mermpertanggung jawabkan dan menyetorkan pendapatan Wartel yang
menjadi hak PT. (Persero) TELKOM berikut Ppn Ke KANDATEL setempat
setiap minggu atau sesual yang ditetapkan oleh Kanwil,

membuat laporan pertanggungjawaban pendapatan Wartel secara bulanan;
membantu menyelesaikan / meneruskan pengaduan atas pelaksanaan
pelayanan jasa telekomunikasi di Wartel tersebut,

menerima selurubh permintaan pelayanan jasa telekomunikasi untuk
diteruskan ke kantor / alamat tujuan, tfermasuk pengunjukan yang
mendapatkan reduksi atau pembayaran terpusat dan percakapan collect
call/ PID,

menerugkan permintaan pelayanan jasa telekomunikasi ke kantor / alamat
yang dituju sesual tolok ukur PT. TELKOM (PT. TELKOM berkewajiban
memberikan tolok ukur pelayanan kepada pengelola Wartel),

memasang papan nama dan rambu Wartel sesuai ketentuan PT. TELKOM
pada lokasi penyelenggara;

mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku mengenai kesehatan
dan keselamatan kerja bagi karyawan dan lingkungannya;

pihak Pengelola berhak :

a) memperocleh pendapatan Jastel dalam negeri,

b) memperoleh pendapatan Jastel luar negeri, dimana besammya revenue

sharing akan ditetapkan kemudian oleh PT. INDOSAT,

c) menmngut biaya penyerahan lelegram dan percakapan telepon

incoming dari penerima jasa telekomunikasi,
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d) memungut biaya tambaban untuk penyerahan telex dan facsimile
sebagai sewa alamat;
Besarnya pendapatan yang diterima piliak pengelola telah ditentukan dalam

perjanjian kerjasama pendirian Wartel yang telah mereka sepakati bersama.

3.3 Resiko dan Penyelesaian dalam Perjanjian Kerjasama Pendirian Warlel

Perjanjian penyelenggaraan Warung Telekomunikasi yang diadakan
antara PI'.(Persero) Telekomunikasi dengan pihak swasta membutubkan perangkat
telekomunikasi dan berbagai sarana penunjang lainnya, seperti gedung dengan
segala perlengkapannya, tenaga pelayanan dan lain-Jain. Berdasarkan perjanjian
yang telah mereka sepakati bersama, penyediaan gedung dan perangkat
telekomunikasi menjadi tanggung jawab pengelola Wartel sedangkan FT.(Fersero)
TELKOM hanya menyediakan jaringan untuk sambungan telekomunikasi saja.
Pihak pengelola berkedudukan sebagai mitra usaha atau kepanjangan tangan dari
PT.(Pergero) TELKOM maksudnya pengelola berkedudukan sebagal partmer atau
pasangan I'T.(Persero) TELKOM dengan melayani masyarakat di bidang
telekomunikasi. Dalam hubungan kerjasama ini kedudukan antara pengeloia
Wartel dengan PT.(Persero) TELKOM adalah sederajat dengan sifat koordinasi
(bukan hubungan antara majikan dan buruh).

Kesederajatan antara PT.(Persero) TELKOM dengan pengelola tidak dapat
diartikan sama dengan pengertian kesederajatan para pihak dalam perjanjian
untuk melaksanakan jasa tertentu, sebab pihak pengelola Wartel dalam perjanjian
ini justru berkedudukan sebagai pemberi jasa kepada pihak ketiga dan
masyarakat. Hubungan hukum antara pengelola Wartel dengan masyarakatiah
yang merupakan perjanjian untuk melaksanakan jasa tertentu (PT. Telkom, 1993).

Penyediaan perangkat telekomunikasi tersebut membutuhkan biaya yang
gangat begar. Diasanya pihak pengelola bekerja sama dengan vendor (pihak lain)
yang imenjual / bersedia menyediakan alat-alat telekommnikasi yang dibutuhkan
oleh pengelocla Wartel Pihak lain ini misainya PT. INTI, PT. MECTRON dan
sebagainya. Ada perjanjian tersendiri antara pihak pengelola dengan vendor
yang terlepas dari perjanjian penyelenggaraan Wartel antara pengelola (pihak
swasta) dengan PT. (Persero) TELKOM (Wawancara dengan Kadin Niaga).
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Bentuk kerjasama antara pengelola dengan vendor dapat berupa
perjanjian jnal beli, sewa beli, angsuran dan perjanjian lainnya yang unsur
pokoknya adalall barang dan harga. Sebagaimana perjanjian pada wmnumnya,
perjanjian ini juga dilahirkan pada detik tercapainya "sepakat" mengenai harga
dan barang. Dalam hal ini apabila terjadi kerusakan perangkat telekommunikasi,
maka yang harus menanggung resiko atau kerugian adalah pihak-pihak yang
terkait berdasarkan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak, yaitu
pengelola dan vendor, sehingga semua biaya yang timbul atan diderita salah safu
pihak karena terjadi force majeure tidak dapat dibebankan sebagal tanggung
jawab pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian.

Perjanjian kerjasama penyelenggaraan Wartel juga menyebutkan

mengenal penyelesaian apabila terjadi kerugian atau resiko karena adanya suatu
gangguan pesawat telepon, baik yang disebabkan oleh kesengajaan atau kealpaan
dari pihak pertama, kedua atau pihak ketiga. Ganggnan ini dapat terjadi mulai dari
pesawat telepon, saliran sampai pada sentrainya, penyebabnya antara lain karena
kerusakan kabel, pemasangan alal tambahan, kebakaran, pencurian kabel dan
sebagainya. Oleh karena itu biaya yang timbul atau diderita oleh salah satu pihak
berdasarkan perjanjian tersebut tidak dapat  dibebankan sebagai tanggung
jawab pibak lain. Selain itu para pihak sepakat untuk mengganti kerugian atas
kerusakan atan kerugian milik pihak lain yang disebabkan karena kesengajaan
atau kelalaian pihak tersebut atau orang lain yang bekerja untuknya (Wawancara
dengan Kadin Niaga).
Dalam ketentuan Pasal 10 Perjanjian Kerjasama Pendirian / penyelenggaraan
Warung Telekomunikasi menyebutkan apabila dikemudian bhan  terjadi
perselisihan dalam penafsiran dan atan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam
perjanjian ini PT. TELKOM dan pengelola sepakat untuk menyelesaikan secara
mugyawarah. Hal-hal lain yang belum lengkap diatur dalam perjanjian kerjasaina
tersebut akan diselesaikan bersama antara pengelola dengan FT.(Peiseio)
TELKOM melalui perundingan. Keputusan dari perundingan tersebut mempunyai
keknatan hukum yang sama dan tidak dapat dipisabkan dari perjanjian
penyelenggaraan Wartel yang telah disepakati bersama.
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3.4 Kajian

Sebagai pernsahaan negara yang usaha pokoknya memberikan jasa
dalam bidang telekomunikasi maka tugas dari FT. (Fersero) Telekomurnikasi adalah
melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang telekomunikasi dalam negeri. Salah
satu usaha untuk mewujudkan dan mempermudah pelayanan jasa telekomunikasi
pada masyarakat adalah dengan bekerja sama dengan pihak swasta untuk
mendirikan Warung Telekomunikasi. Kebutuhan masyarakat akan Warung
Telekommnikasi pada dewasa ini adalah sangat penting, hal ini disebabkan pola
hidup masyarakat sudah cukup dinamis yang membutuhkan kemudahan dalam
berbagai hal salah satunya adalah kebutuhan dalam berkomunikasi. Dalam
pendirian Warung Telekomunikasi, PT. (Persero) TELKOM memberikan peraturan-
peraturan yang harus dilaksanakan oleh calon pendiri Wartel. Peraturan-peraturan
yang dimaksnd diantaranya, prosedur pendirian dan syarat-syarat pendirian
Warung Telekomunikasi. Berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Fersercan
(PERSERO) PT. Telekomunikasi Indenesia MNomor. KD.O96/YN 230/YAN-11/1993,
mengenai syaral syaral pendirian Warung Telekomunikasi dirasakan terlaln
berbelit-belit. Hal ini dikarenakan seorang calon pendinn Waring Telekomunikasi
harus mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan Wartel kepada Kepala
Kantor Daerah ‘'Telekornunikasi untuk mendapatkan rekomendasi. Setelal
mendapatkan rekomendasi bamlah seorang calon pendiri mendapatkan ijin dari
Kepala Kamtor Wilayah setempat untuk diberikan ijin pendirian Wartel Hal
demikian dirasakan tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sudah menuju
pada pola hidup yang dinamds, menghamskan sesuatunya didapat dengan
kemmdahan dan cepat.

PT. (Perserc) Telekomunikasi dalam kerjasama penyelenggaraan dengan
badan usaha 1nilik swasta mengadakan suatu perjanjian, hanya saja isi perjanjian
tergsebut ditentukan oleh FT. (Persero) TELKOM, pihak pengelola apabila
inenyetujui tinggal menandatangani saja. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian
bakn yang biasa disebut dengan standart kontrak baku atau standart kontrak,
dengan ditandatanganinya suatu perjanjian berarti telah terjadi suatu hubungan
hukum antara para pihak karena telah dicapai kata sepakat. Keadaan demikian
tentn saja lebih menguniungkan pihak PT. (Perserc) TELKOM karena pihak
pengelola tidak dapat mengutarakan kehendaknya dan harus memenuhi semua
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persyaratan dari PT. (Persero) TELKOM. Selain itu pengelola tidak mempunyai
kewenangan sama sekali, hal ini karema pihak pengelola hanya sebagai
kepanjangan tangan atau mitra usaha PT.(Persero) TELKOM.

Masalah kernsakan perangkat telekomunikasi merupakan hal yang
sering terjadi, baik yang disebabkan oleh komponen pesawal telepon atau adanya
gangguan dari sistem jaringan. Dalam perjanjian yang dilaksanakan oleh para
pihak, keduanya sepakat untuk tidak menanggung resiko atas kerusakan/kerugian,
sehingga kerugian tersebnt menjadi resiko dan pemmlik barang it sendin.
Keadaan yang demikian mencerminkan bahwa perjanjian kerjasama pendirian
Wartel tersebut lebih menguntungkan salah satu pihak karena FT. (Persero]
TELKOM seolali-olah tidak man menanggung tesiko atas penyediaan perangkat
telekomumiksi lennasuk pengawasan dan perawatanuya. Dengan kata lain
PT. (Perserc) 'TELKOM hanya mengambil keuntungan dar pendapatan
penyelenggaraan Wartel kecnali apabila dapat dibuktikan kesalahan dan kealpaan
dari FT. (Persero) TELKOM.
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3.1 Mekanisme perjanjian kerjasama pendirian Warung Telekomunikasi

Sebagaimana perusahaan negara yang usaha pokoknya memberikan
jasa dalam bidang telekomunikasi, maka kegiatan PT. (Persero) Telekomunikasi
adalah melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang telekomunikasi dalam
negeri. Salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pada masyarakat adalah
menyediakan fasilitas telekomunikasi yang memadai dan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Dalam usaha menyediakan fasilitas telekomunikasi ini
PT. (Persero) Telekomunikasi melaksanakan kerjasama dengan pihak swasta.
Adapun yang dimaksud dengan pihak swasta disini adalah badan hukum yang
bertindak sebagai developer, pengelola atau pemilik kawasan yang akan
dibangun fasilitas telekomunikasi. Kerjasama yang ditawarkan tersebut dapat
dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk yaitu perjanjian kerjasama dengan pola bagi
hasil, pola kompensasi dan pola hibah (PT. Telkom, 1992 :20).

Ketiga bentuk kerjasama itu mempunyai persamaan dan perbedaan
yang pokok. Persamaannya adalah adanya keikutsertaan pihak swasta selaku
investor untuk membiayai pembayaran fasilitas telekomunikasi yang kemudian
diintegrasikan dengan jaringan PT.(Persero) TELKOM. Perbedaan pokok dari
ketiga bentuk kerjasama tersebut adalah :

1. dalam pola bagi hasil

Setelah investor menyerahkan fasilitas telekomunikasi yang telah
dibangunnya kepada PT. (Persero) TELKOM maka investor berhak menerima
pengembalian investasinya dengan cara menerima sebagian pendapatan dari
fasilitas telekomunikasi tersebut sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku,
selama waktu tertentu sesuai dengan yang perjanjikan sebelumnya. Pendapatan
yang akan dibagikan kepada investor dalam pola bagi hasil meliputi pendapatan
yang dipercleh dari biaya pasang baru atau sewa bulanan. Apabila sebelum
jangka waktu, masa bagi hasil berakhir tetapi pendapatan yang harus dicapai
sudah terpenuhi, maka masa bagi hasil berakhir.

2 34
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4.2 Saran-Saran
Dalam rangka usaha meningkatkan pelayanan jasa telekornunikasi kepada
masyarakat, maka penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut

1. mengahadapi era globalisasi yang penuh persaingan dimasa mendatang dan
untuk mewujudkan obsesi setiap Kantor Cabang PT. (Persero) TELKOM untuk
meraih predikat cperator kelas dunia, hendaknya pembinaan dan pengawasan
lerhadap penyelenggaraan Warung Telekomunikasi lebib ditingkatkan guna
mengantisipasl penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul dari
perjanjian, terutama mengenai findakan yang melanggar hukum;

a. perlu dibuat suatu peraturan yang jelas mengenai jarak atau kedekatan lokasi
Warung Telekomunikasi, dimana penentuannya bukan didasarkan dari
kebijaksanaan Kantor Divisi Regional atau pejabat yang ditunjuk tetapi
berdasarkan suvatu peraturan yang jelas; hal ini untuk menghindari
subyektifitas dalam pendirian suatu Warung Telekomunikasi oleh pejabat yang
berkepentingan.
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REMIRINTAKE CHOBINSD DAERAKT NNGK AT Iciawa (MUK
DIREKTORAT SOSIAL POLITIK
JL. PUTAT INDAH NO. 1 TELP. (031) 5677935

SURABAYA - 60180 ljﬁfjﬁIKA?l

SURAT KETERANGAN

Untuk melakukan survey / research

Nomot : 072 / 191 g ..... /303 /4 1999

Membaca : SRT, KETUA LEMBAGA PENFLITIAN UNIV JEMBER 15 JULI'99 N0,518/J25,2/PG/1999
SRT. KADIN NIAGA KANCATRL BONDOWOSO TGL 26 JULI ~999 NO. 273 /1N020 /REO5 /2535 /1999

Mengingat I. Instruksi Menteti Dalam Negeri No. 3 Tahun 1972
2 Sural Gubermin Kepala Daerah Tic | Jawa Timure tal, 17 Juli 1972 No. Gub / IB7 / 1972

dengan ini menyatakan TIDAK KEBERATAN dilakukan suivey / reseaich olel :

M ARIF YULIANTO

S PR el MHS, FAK,HUKUM UNIV JEMBER
Alamal © JL. JAMA NO. 30 JEMBER

Thema / Acara survey / 1eseatch

" ANALTSIS YURIDIS TRERHADAP FPERJANJIAN PENDDRTAN
HARUNG TELEKOMUNIKASI ANTARA PT(PRRGEEQ) TELKOM
DENGAN PTHAK SWASTA(Suatu Studi di PT.TELKOM CAB,
Bondowogoﬂ." ,

KABUPATEN BONDOWO0SO..C

Daernh 7 Tompat dilakukn suivey £ tesenich

-GV Suveg RO ’ 3 (TIGA) BULAN TERHITUNG TGL. SURAT DIKNLUARKAN

Penaikut / peserla sinvey / 1eseqaich

—— o — — — —

dengan kelentuan - kelentuan sebagai berikul :

- Delam jangka waktu 1 x 24 jam setelah tiba di tempat yang dituju diwajibkan melaporkan kedatangannya kepada Bupati / Walikotamadya Kepala
Daerah Tk. Il dan Kepolisian setempat.

. Mentaati ketentuan - ketentuan yang berlaku dalam Daerah hukum Pemerintah setempat.

- Menjaga tata teitib, keamanan kesopanan dan kesusilaan serta menghindari pernyataan - pernyataan baik dengan lesan ataupun tulisan / lukisan yang
dapal melukai / menyinggung perasaan atau menghina agama, bangsa dan negara dari suatu golongan penduduk.

. Tidak diperkenankan menjalankan liegia!an - kegiatan diluar ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan sebagai tersebul di atas.
Setelah berakhirnya dilakukan survey / research, diwajibkan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Pemerintah setempat mengenai selesainya
pelaksanaan survey / research, sebelum meninggalkan daerah lempat survey / research,
Dalam jangka waklu satu bulan setelah selesai dilakukannya survey /research, diwajibkan memberikan laporan tentang pelaksanaan dan hasil-hasil-
nya kepada :

Katun BAPPEDA Prop. Daatah Tk | Jawn Tinne

. Kepala Direktorat Sospol Prop. Daerah Tk. | Jawa Timur.

Bupati / Walikotamadya Kepala Daerah Tk, Il yang bersangkutan.
Kanwil / Direktorat / Dinas / Jawatan / Lembaga yang bersangkutan.

AWM~

Sural keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata bahwa pemegang surat keterangan ini tidak memenuhi ketentuan-
ketentuan sebagai tersebut di atas.

FMBUSAN disampaikan kepada : ] Surabay; JULI 1999

RLA DAERAN TINGKAT |

Yih Pangdam V / Brawijaya
g Kapolda Jawa Timur
¥ Ketua Bappeda Prop. Daerah Tk. | Jawa Timu
Kanwil / Direktorat / Dinas / Jawaltan / Instansi / Lembaga ybs.

. Pembantu Gubernur di  JEMBL :
) Bupati Kepala Daerah Tk. Il BBBDOWOSO

L HER R e st
" KASIN NIAGA KANCATEL BONDOWOSO =~
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SURAT KETERANGAN
NO 588 /PS520/RE5-04.202/99

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Cabang Peclayanan
Telekomunikasi Bondowoso menerangkan bahwa

NAMA ¢ ARIF YULIANTO

NIM s 9407100001
PERGURUAN TINGGI ; UNIVERSITAS JEVIBER
FAKULTAS . HUKUM

Telah melaksanakan Riset / Survey di PT TELKOM Cabang Bondowoso mengambil
judul  “PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PEMNDIRIAN WARTEL
ANTARA PT (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA Thk DENGAN
PIHAK SWASTA (STUDI PADA PT.TELKOM CABANG BONDOWOSO)»
Selama melaksanakan Riset / Survey Mahasiswa tersebut dinilai dengan konduite
baik,

Dengan surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakai seperiunya.

BONDOWOSO, 29 September 1999
o
/ :

MOCH. SLAMET
POH KAKANCATEL

PT.TELEKOMUNIKAS! INDONESIA — KANTOR CABANG BONDOWOSO
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PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA

PENGELOLA WARTEL

PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
WARUNG TELEKOMUNIKASI

Nomor : .._/HK.810/RE5-D535/1999

Kantor Cabang Telekomunikasi Indonesia

JIn Mayjen Panjaitan No.06
BONDOWOSO
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PERTANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT. (PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA
DENGAN

TENTANG
PENGELOLAAN DAN PELAYANAN JASA WARUNG TELEKOMUNIKASI

Nomor ¢ ......./HK.810/RE5-D535/1999

Pada hari ini ... Bl | —— bulan................. tahun Seribu sembilan ratus
sembilan puluh delapan bertempat di PT,Telekomunikasi Indonesia, Kancatel Bondowoso
Jalan Mayjen Panjaitan no 6 Bondowoso antara pihak pihak :

I. " Perusahaan Perseroan (PERSERO) " PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, yang
anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 5 tanggal 17
Januari 1992 Tambahan nomor 210 , sebagaimana telah beberapa kali diubah dan
terakhir telah diumumkan dalam Berita Negara RI Nomor 76 tanggal 22 September
1995, Tambahan Nomor 7900 berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung,
dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh :

X, NAMA ; ATMAGUNG
JABATAN : Kepala Kantor Cabang Telekomunikasi
BONDOWOSO.
ALAMAT : JIn. Mayjen Panjaitan No.6 Bondowoso.

- Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai TELKOM.
III. NAMA PERUSAHAAN
BERKEDUDUKAN DI :

NOMOR NPWP

Dalam perbuatan hukum ini di wakili oleh :

NAMA

JABATAN ;

ALAMAT

Selanjutnya dalam perjajian ini disebut PENGELOLA.
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TELKOM

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang mendasari
dibuatnya kesepakatan ini sebagai berikut :

a) Bahwa Telekomunikasi dikuasai, diselenggarakan dan diatur oleh Pemerintah, yang
dalam pelaksanaannya PT.TELKOM adalah selaku Badan Usaha Milik Negara yang
diberikan wewenang penyelenggaraan Telekomunikasi untuk umum dalam negeri.

b) Bahwa semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa Telekomunikasi perlu
segera diatasi dengan memanfaatkan dana masyarakat melalui peran serta Swasta
dalam pembangunan dan penyelenggaraan WARTEL dengan kerja sama yang saling

menguntungkan,
¢) Bahwa sesuai dengan surat PENGELOLA tanggal 25 September 1998 telah mengajukan
permohonan Pengelolaan Warung Telekomunikasi di

Kedua belah pihak PT TELKOM dan PENGELOLA sepakat untuk mengikatkan diri dalam
perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Pengelolaan Warung Telekomunikasi dengan
ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikut ini.

Pasal - 1
PENGERTIAN - PENGERTIAN

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1) BADAN PENYELENGGARA adalah badan usaha milik negara yang bentuk usahanya
sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan bertindak sebagai
pemegang kuasa penyelenggara jasa Telekomunikasi, dalam hal ini adalah PT TELKOM.

2) BADAN LAIN adalah badan hukum diluar badan penyelenggara berbentuk Koperasi,
Badan Usaha milik Daerah dan Badan usaha swasta nasional yang beruscha dalam
penyelenggaraan jasa Telekomunikasi.

3) PENGELOLA adalah badan lain yang bekerja sama dengan PT. TELKOM untuk
menyelenggarakan Warung Telekomunikasi.

4) TELEKOMUNIKASI adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan penerimaan tiap jenis
tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistim kawat, radio,
dan optik atau sistem elektro magnetik lainnya.

5) JASA TELEKOMUNIKASI adalah jasa yang disediakan oleh badan penyelenggara atau
badan lain bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan
menggunakan fasilitas Telekomunikasi.

6) WARUNG TELEKOMUNIKASI yang selanjutnya disebut WARTEL adalah tempat yang
disediakan semenfara maupun tetap untuk menyelenggarakan pelayanan Jjasa
Telekomunikasi secara terbatas.

7) KAMAR BICARA UMUM adalah kamar yang dipakai untuk melakukan hubungan Jasa
Telekomunikasi,

8) PENYELENGGARAAN WARTEL adalah kegiatan penyediaan sarana dan fasilitas

Telekomunikasi serta pelayanan jasa Telekomunikasi sehingga memungkinkan
terselenggaranya WARTEL,
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9) PENDAPATAN WARTEL adalah seluruh  pendapatan penyelenggaraan  jasa
Telekomunikasi dalam negeri dan luar negeri serta fasilitas yang disediakan di Wartel.

10) PENDAPATAN HAK PENGELOLA WARTEL adalah bagian pendapatan Wartel yang
menjadi hak pengelola sesuai yang ditetapkan dalam PKS,

11) PERANGKAT TELEKOMUNIKAST adalah semua peralatan / sarana yang dipergunakan
dan atau dimanfaatkan untuk hubungan / berkomunikasi yang dapat berupa komunikasi
Telepon dan Telegrap. ,

12) L-11 adalah kuintansi pembayaran rekening jasa Telekomunikasi.

13) JARINGAN TELEKOMUNIKASI adalah rangkaian perangkat Telekomunikasi dan
kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi,

14) TERMINAL adalah perangkat Telekomunikasi yang dapat menampilkan data percakapan
telepon.

15) PENGISOLIRAN adalah pemutusan sementara sambungan Telekomunikasi sehingga
sambungan tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya,

16) SPESIFIKASI adalah rincian ketentuan teknis dan non teknis antara lain : ketentuan
mutu, sifat kelistrikan, syarat operasi, ukuran, kerapian perakitan dari suatu
alat/peralatan atau perangkat Telekomunikasi yang ditetapkan oleh PT. TELKOM.

17) SERTIFIKAT adalah suatu pernyataan . lulus pengujian yang dikeluarkan oleh
PT.TELKOM.

18) SAMBUNGAN TELEPON DINAS BERBAYAR adalah sambungan Telekomunikasi yang
tidak dikenakan biaya Pasang Baru (PSB) dan uang langganan bulanan (abonemen), tetapi
dikenakan biaya pemakaian pulsa bulanan.

19) SAMBUNGAN GELAP (56G) adalah sambungan Telekomunikasi tidak sesuai dengan
spesifikasi/ tidak sesuai dengan peraturan PT.TELKOM.

20)PERTANJIAN KERJA SAMA adalah suaty persefujuan tertulis untuk pengelolaan
WARTEL antara badan penyelenggara dengan pengelola WARTEL yang mengatur
mengenai penyelenggaraan WARTEL.

21) REKOMENDASI adalah surat keterangan yang dikeluarkan PT TELKOM yang

menyatakan bahwa dilokasi tersebut masih memungkinkan berdirinya WARTEL.
22) DIREKSI adalah Direksi PT. TELKOM.

23)KADIVRE V adalah Kepala Divisi Regional V.

Pasal - 2
LINGKUP KERTASAMA

1) PT. TELKOM menyerahkan pekerjaan penyelenggaraan WARTEL kepada PENGELOLA
sebagaimana PENGELOLA menerima untuk menyelenggarakan WARTEL tersebut di
lokasi

2) Lingkup kerjasama dalam penyelenggaraan WARTEL meliputi :
a) Pelayanan percakapan Telepon. -
b) Pelayanan pengunjukan Telegram.
¢) Pelayanan pengiriman Faximile.
d) Produk Telkom yang lain sesuai perkembangan Tehnologi,
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Penyelenggaraan pelayanan Jasa Tele pon sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini,
seluruh aspek teknis dan operasionalnya harus sesuai ketentuan dan atau peraturan PT.
TELKOM yang berlaku,

Dalam penyelenggaraan WARTEL menurut perjanjian ini PENGELOLA bertindak untuk
dan atas nama PT. TELKOM.

Pasal - 3
STATUS SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI WARTEL

Sambungan Telekomunikasi WARTEL adalah berstatus sebagai sambungan dinas
berbayar.

Sambungan Induk Telepon WARTEL yang dipergunakan untuk pelayanan pembicaraan
telepon dan faximele adalah pulsa berbayar, dengan penyelesaian tagihan berdasar L-11.

Pelayanan Telegram adalah perhitungan pendapatan dihitung berdasarkan paraturan
tarif telegram yang berlaku.

Pasal - 4
KEWAJIBAN DAN HAK PENGELOLA

Pengelola berkewajiban untuk :

a) Menyediakan :

Ruangan / Gedung / Bangunan Wartel yang memadai.

Meubelair untuk ruang kerja dan ruang tunggu.

Alat tulis menulis.

Tenaga penyelenggara WARTEL.

Catu daya listrik, air untuk kebutuhan lainnya dalam WARTEL.

Papan tarif sesuai dengan buku tarif jasa Telekomunikasi.

Ruangan khusus Kamar bicara umum (KBU) kedap suara untuk pembicaraan

telepon. -
8 Perangkat Telekomunikasi tambahan yang diperlukan harus telah memiliki

sertifikat lulus uji kaji dari PT TELKOM.

b) Membuka pelayanan jasa Telekomunikasi untuk umum minimal dari pukul 05.00 wib
sampai dengan pukul 24.00 wib waktu setempat.

c¢) Melaporkan secepatnya gangguan saluran Telekomunikasi yang terjadi kepada
TELKOM.

d) Menjoga dan menjamin kerahasiaan berita yang dikirim oleh pemakai jasa
Telekomunikasi.

e) Menjaga dan meningkatkan citra Telkom.

f) Memberikan tanda terima pembayaran kepada pemakai jasa Telepon.

g) Berkewajiban memasang papan nama dan rambu.

h) Menyediakan seragam dan kelengkapan atributnya untuk petugas pelayanan jasa,

1) Menerapkan Tarif jasa Telekomunikasi sama dengan tarif jasa Telekomunikasi yang
diberlakukan PT. TELKOM.

J)  Tidak keberatan apabila disekitar lokasi WARTEL terdapat dan atau akan didirikan
Jasa Telekomunikasi sejenis yang dianggap layak oleh PT. TELKOM.

N o hs wNn -
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k) Melakukan peryetoran pendapatan kepada PT. TELKOM berdasarkan kuitansi tagihan
(1 =11} setelah dikuranai hak pengelola setiap bulan tagihan,

i} Nenyetorkan kekurangan pendapatan WARTEL yang menjadi hak PT. TELKOM
apabila berdasarkan hasil pemeriksaan L-11 dan hasil pemeriksaan teknis oleh PT.
TELROM Ternyata lebit kecil dari huk PT, TELKOM yang semestinya.

m) Hhembayar biaya minimum sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) per 1
(satu) satuan sambungan apabila pendapatan lebih kecil atau sama dengan Rp.
£0.000, - ( lima puluh ribu rupiah ) deﬂ bulan tagihan kedua dan seterusnya setelah
dinyatalan kring.

FENGELOLA perhak unfuk :

2} HMemperolzh Komiei pendapaters WARTEL Jasa Telekemunikasi Dalam Negeri sbb :

L Tendapatan sampai dengan Rp. 1.000.000,- =50 %
2 Pandapatan Rp. 1.000.001,- sampai dengan Rp. 3.000.000,- =40 %
3 Pendapatan diatas Rp. 3.000.001. - =225 %

Yana dimaksud dengan pendapatan adalah pendapatan josa Telekomunikasi selama
§ (suiu) buian tidok termasuk PPN.

b) Memperaleh Sharing pendapatan WARTEL Jasa Telekomunikasi Luar Negeri sbb :
»  Pendapatan Tunai - -

) Memperoleh sharing tersebut diatas yang besarnya akan diubah dan disesuaikan oleh
Birehkat yang mengatur tentang Sharing.

d) fhemunaut biaya penyerahan telegram dan percakapan telepon incoming dari penerima
jaza Telebomuribagi vang besarnya ditertukan oleh KADIVISI.

Fasai - 5

KEWAJIBAM DAN HAK PT. TELKOM

PT.TELKOM berkewa jiban

theryediakan dan memasang jaringan fasilitas Telekomunikasi dengan status Dinas
berbayar yang dipersyaratkan dengan peralatan tambahan berupa PTUS key Telepon
Telex, Faximile dan lain menjadi tanggung jowab PENGELOLA.

b) Memehhara dan memperbaiki pe.r'anqka‘r Telekomunikasi milik PT. TELKOM agar
dapat hpr-'Fllnnr.‘] r!pnn.‘m hail,

)
p——

i

c) Melatin / menaiar peiugas WARTEL supaya mampu melaksanakan pekerjaan
operasinnal <eaini dengan ketentuan PT. TELKOM tanpa dipungut biaya selama

kurany lebin 10 (sepulub) hari kerja dengan kurikulum yang ditetapkan oleh
DIVRE/UPT setempat.

) thembukukan seluruh penerimaan WARTEL yang menjadi hak PT.TELKOM sesuai
sistem akuntansi yang berlaku di PT. TELKOM

2) Menyedickan buku-buku petunjuk Operasional / tarif Telekomunikasi yang berkaitan

dengan penyelenggaraan WARTEL,

PT. TELKOM berhak ates :

a) Seluruh pendapatan WARTEL maupun pendapatan lain yang sah berkaitan dengan
penyelenggaraan WARTEL setelah dikurangi bagian pendapatan Pengelola seperti . |
diuraikan pada pasal 4 ayat (2) Per janjian Ker ja sama ini.

b) Melakikan pemeriksaan teknis oper mmnal WARTEL setiap saat dalam rangka'
pemelihuraan jaringun Telekomunikasi, |
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c) Menentukan dan atau mengijinkan titik layanan setiap jasa Telekomunikasi.

Pasal - 6
PERHITUNGAN PENDAPATAN DAN PENYETORAN

Pendapatan Wartel yang berasal dari penyelenggaraan jasa telepon dalam negeri
berdasarkan pulsa yang tercatat pada sentral Telepon.

Apabila terjadi selisih antara jumlah pulsa yang tercatat pada sentral Telepon dengan
jumlah uang yang disetorkan, akan dilakukan pemeriksaan baik secara administrasi

maupun teknis oleh dan berdasarkan peraturan TELKOM untuk mengetahui penyebab
perbedaan tersebut,

Apabila dari hasil pemeriksaan :

a) Tidak terdapat kelainan disisi TELKOM maka PENGELOLA berkewajiban membayar
hak TELKOM berdasarkan pemakaian pulsa yang tercatat pada sentral TELKOM.

b) Terdapat kelainan disisi TELKOM maka PENGELOLA berkewajiban membayar hak
Telkom sebesar rata rata pemakaian 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PENGELOLA wajib menyetor kepada TELKOM seluruh pendapatan yang menjadi hak

TELKOM sesuai kuitansi tagihan (L-11) setiap periode bulan tagihan yang berlaku.

Apabila terdapat perbedaan jumlah pulsa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka

PENGELOLA tetap wajib menyetor hak TELKOM sesuai jadwal dimaksud ayat (4) pasal

ini, minimal sebesar pendapatan rata-rata yang menjadi hak PT. Telkom 3 (tiga) bulan

sebelumnya. Penyelenggaraan perhitungan pendapatan dilaksanakan setelah hasil
pemeriksaan diketahui.

Seluruh PPN jasa Telekomunikasi harus disetor oleh PENGELOLA kepada TELKOM
sebagai WAPU untuk diteruskan ke Kantor Pajak.

Pasal - 7
JANGKA WAKTU & BERLAKUNYA KERTASAMA

Kerjasama menurut perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu ..... ( .................) tahun dan
atas kesepakatan bersama dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan yang
dituangkan dalam bentuk amandemen/per janjian baru.

Perjanjian ini dapat dibatalkan setiap saat sebelum berakhirnya tenggang waktu
tersebut ayat (1) pasal ini atas persetujuan kedua belah pihak.

Pihak yang menghendaki pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini
wajib memberitahukan kepada pihak lain tentang niatnya secara tertulis 3 (tiga) bulan
sebelum waktu pemutusan.

Kerja sama menurut perjanjian ini berlaku untuk pengelolaan wartel di satu lokasi yang
telah disutujui PT.Telkom dalam Pasal (2) ayat (1).
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Pasal - 8
FORCE MAJEURE

PENGELOLA/TELKOM dibebaskan dari sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban-

kewajiban sebagi akibat langsung dari hal atau kejadian-kejadian diluar kekuasaan
kedua belah pihak yaitu :

a) Bencana alam.

b) Pemberontakan,
c) Kebakaran.

d) Sabotase,

e) Pemogokan Umum.,

Hal hal lain yang dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang pada kantor
PEMDA setempat sebagai Force Mejeure.

Dalam hal terjadi Force mejeure sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini PENGELOLA
wajib memberitahukan kepada TELKOM selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender
sejak saat terjadinya.

Semua biaya yang timbul atau diderita salah satu pihak terjadinya force mejeure tidak
dibebankan sebagai tanggung jawab pihak lain.

Pasal - 9
S5ANGSI

Perjajian kerja sama ini secara sah dapat diputuskan atau dibatalkan secara sepihak
oleh PT. TELKOM serta tanpa adanya tuntutan apapun dari pihak Pengelola apabila
terjadi salah satu atau lebih hal-hal tersebut di bawah ini :

a) Dalam waktu 30 ( tigapuluh) hari sejak penandatanganan PKS pihak Pengelola tidak
atau belum memulai kegiatan Pengelolaan/Pengoperasian yang diakibatkan bukan
karena kelalaian PT, TELKOM.

b) Pengelola menghentikan pengoperasian sehingga tidak menghasilkan pulsa selama
satu bulan, bukan karena kerusakan yang menjadi tanggung jawab PT. TELKOM.

c) Pengelola tanpa adanya persetujuan tertulis dari PT. TELKOM menyerahkan atau
memindah tangankan pengelolaan WARTEL kepada pihak lain.

d) Pengelola memungut biaya melebihi ketentuan tarif jasa Telekomunikasi yang
berlaku atau memungut biaya tambahan lain.

e) Pengelola melakukan penyimpangan = baik teknis maupun administrasi yang
bertentangan dengan peraturan yang berlaku di PT. TELKOM.

Dalam hal terjadi pemutusan Perjanjian karena hal hal tersebut pada ayat (1) pasal ini,

PT. TELKOM berhak untuk mengambil tindakan -tindakan sebagai berikut.

a) Mengisolir sambungan Telekomunikasi WARTEL, sehingga tidak dapat difungsikan
untuk pelayanan operasional.

b) Menagih kekurangan setoran kepada Pengelola WARTEL yang menjadi hak PT.
TELKOM. '

Apabila Pengelola terlambat menyetor pelndap‘rqn atau keurangan setoren pendapatan

yang menjadi hak PT.TELKOM pada bulan tagihan yang bertalian, dikenakan denda

sebesar 5 (lima) permil setiap hari keterlambatan dari jumlah pendapatan atau

kekurangan pendapatan yang harus disetor pada bulan tagihan yang bertalian, dan
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dikenakan sangsi isolir total pada akhir bulan tersebut. Pengenaan denda dimaksud
paling lama 30 (tigapuluh) hari dan selanjutnya jika tetap belum membayar dikenakan
sangsi pencabutan fastelnya, dan pada bulan beikutnya dilakukan pemutusan PKS dan
pengelola wajib melunasi seluruh tunggakannya.

Apabila semua jaringan untuk penyelenggaraan WARTEL tidak berfungsi lebih dari 15
(limabelas) hari berturut-turut sejak dilaporkan kerusakannya kepengaduan gangguan
PT. TELKOM dan kerusakan bukan disebabkan oleh kesalahan Pengelola maka Pengelola
berhak memperoleh bagian pendapatan sebesar 50 % (limapuluh persen) sama dengan
bagian pendapatan yang diterima Pengelola pada bulan sebelumnya.

Bagian pendapatan yang dimaksud ayat (4) pasal ini dibebankan kepada PT, TELKOM
dengan perbandingan menurut perimbangan antara pendapatan dalam negeri dan luar
negeri pada bulan sebelumnya .

Apabila penyebab gangguan ayat (4) pasal ini bukan kesalahan PT. TELKOM tetapi oleh
pihak ketiga, Force mejeure atau semua fasilitas tidak berfungsi maka PT, TELKOM di
bebaskan dari kewajiban membayar kepada Pengelola tersebut.

Kedua belah pihak, PT. TELKOM dan Pengelola sepakat untuk mengesampingkan
berlakunya ketentuan pasal 1266 Kitab Undang undang Hukum perdata terhadap
segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan Perjanjian menurut pasal ini, sehingga
pemutusan perjanjian dapat dilakukan secara sah dengan prosedur sesuai Keputusan
PT. TELKOM tanpa perlu menunggu adanyd keputusan dari Hakim.

Pasal - 10
PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan
ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini PT. TELKOM dan Pengelola sepakat untuk
menyelesaikan secara musyawarah.

Bila musyawarah tersebut ayat (1) pasal ini tidak menghasilkan kata sepakat tentang
cara penyelesaian perselisihan, PT. TELKOM dan Pengelola sepakat untuk menyerchkan
semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional
(BANI) untuk diselesaikan pada tingkat, pertama dan terakhir menurut prosedure
BANI.

Apabila dalam pelayanan di WARTEL terjadi perselisihan dengan pemakai jasa
Telekomunikasi, penyelesaian sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pengelola, Badan
penyelenggara (PT. TELKOM) bertanggung jawab sepanjang menyangkut pelayanan yang
langsung melibatkan Badan Penyelenggara.

Pasal - 11
KESELAMATAN KERJA

Dalam pelaksanaan peker jaan-pekerjaen yang dimaksud dalam Perjanjian ini, pihak Pengelola
harus mengindahkan dan mentaati segala peraturan-peraturan serta ketentuan-ketentuan
guna menjamin kesehatan dan keselamatan kerja buruh-buruh atau orang yang bekerja

nadanua conta Lacahatan dan bacalamatan o,

timn mmleld mcamcaa
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Pasal - 12
KERUSAKAN DAN KERUGIAN

Pihak pengelola bertanggung jawab untuk mengganti semua kerusakan dan atau kerugian
terhadap barang-barang atau kepentingan PT. TELKOM yang timbul akibat kesengajaan

atau kelalaian pihak Pengelola dan pegawai-pegawainya, pekerja-pekerjanya ataupun
orang lain yang bekerja untuknya.

Bilamana kerusakan atau kerugian yang dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dibuktikan
sebagai akibat dari kesengajaan atau kelalaian petugas/pegawai yang ditunjuk PT.

TELKOM, maka pihak Pengelola dibebaskan dari tanggung jawab tersebut ayat (1) pasal
ini.

Pasal - '13
AMANDEMEN

Setiap perubahan isi PKS ini, baik persyaratan maupun lingkup pekerjaan, akan mengikat
apabila dinyatakan secara tertulis, dan disetujui oleh Telkom dan Pengelola dengan
membuat dan menandatangani amandemen PKS ini,

Khusus untuk perubahan nomor telepon dapat dilakukan tanpa membuat amandemen,

namun cukup dengan surat pemberitahuan dari TELKOM yang mana salinannya termasuk
dalam tambahan lampiran.

Pasal - 14
LAMPIRAN - LAMPIRAN

Lampiran dari PKS ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai
kekuatan hukum yang sama serta mengikat.

Lampiran-lampiran ini di maksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
a) Lampiran 1,
Nota proses pelayanan Fastel (NPPF) beserta kelengkapannya (Surat Permohonan,
Fotocopy KTP, Denah Lokasi ).
b) Lampiran 2,
Foto copy Akte pendirian Badan Usaha, fotocopy NPWP.
c) Lampiran 3,
Surat pernyataan menggunakan perangkat PTUS yang lulus uji kaji PT. TELKOM.
d) Lampiran 4,
Fotocopy daftar nomor-nomor Fastel yang diberikan.
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D Perjanjian Kera sama Velkem - Pengelola r-zﬁ}br

TELKOM

Pasal - 15
LAIN - LAIN

1. Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta
mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, pewaris pewarisnya, pengganti-
penggantinya serta mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.

2. Hal hal yang belum lengkap diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan bersama
melalui perundingan anatara TELKOM dan Pengelola serta merupakan bagian yang tidak
dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

3. Perjanjian dibuat rangkap 2 (dua) asli masing masing sama bunyinya diatas kertas yang
bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandangani
dan dibubuhi Cap perusahaan kedua belah pihak.

Demikian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan mulai berlaku sejak
tanggal ditandatangani oleh TELKOM dan PENGELOLA.

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA, Tbk

ATMAGUNG
PENGELOLA KAKANCATEL BO.
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